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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan
No Arab Latin No Arab | Latin
! ! di|ar:;3(;?1§kan £ - T
2 < B 17 L Z
3 < T 18 & ’
4 & S 19 ¢ G
5 z J 20 a F
6 o H 21 3 Q
7 ¢ Kh 22 4 K
8 2 D 23 J L
9 3 Z 24 o M
10 D R 25 O N
11 J 74 26 s w
12 o S e > H
13 o Sy 28 ¢ :
14 o= S 29 ¢ Y
15 U= D
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2. Vokal
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda
atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah |
Dammah U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf
g Fathah dan ya Ai
5 Fathah dan wau Au
Contoh:
<< kaifa
ds» : haul
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa

harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
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Harkat dan Nama Huruf dan Tanda
Huruf
& I Fathah dan alif atau A
ya

$o, Kasrah dan ya I
¢ Dammah dan wau 0

Contoh:

) : qala

DA :rama

1 & : qila

5 J5% s yaqilu

. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

Ta marbutah (3) hidup

Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fathah,
kasrah dan dammabh, transliterasinya adalah t.

Ta marbutah (3) mati

Ta marbutah (¢) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah

(¢) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta
bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah (3) itu
ditransliterasikan dengan h

Contoh:¢
Pad(L  gud : Raudah al-agfal/ raudatul agfal

54l sl Al-Madinah al-Munawwarah/

Al- Madinatul Munawwarah

Lisd : Talhah
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Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa
tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan
nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Hamad-Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa
Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut;
dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa
Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan

Tasawuf.



ABSTRAK

Nama . Nadiati Jannah

NIM . 200603052

Fakultas/Prodi :  Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Analisis SWOT terhadap Penerapan Akad

Murabahah dalam Pembiayaan Kepemilikan
Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng

Tanggal Sidang ;103 Halaman
Pembimbing | . Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag., M.Sc
Pembimbing Il . Muhammad Syauqi Bin-Armia, MBA.., CSAA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis SWOT terhadap
penerapan akad murabahah dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah
(PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis melalui
analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis SWOT
terhadap penerapan akad murabahah dalam Pembiayaan Kepemilikan
Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng yaitu
kekuatan berupa harga murah dengan jangka ‘waktu lebih lama,
berkerjasama dengan banyak developer, angsuran kecil, bisa membiayai
banyak kalangan nasabah dan pengajuan pembiayaan yang mudah.
Kelemahan seperti kurangnya promosi produk dan proses pencairan
pembiayaan lebih lama. Peluang seperti banyaknya permintaan terhadap
produk PKR, pembiayaan menggunakan prinsip syariah dan potensi
investasi jangka panjang. Ancaman yaitu kurangnya pengetahuan
masyarakat dan brand image dari pesaing yang kuat. Berdasarkan
perhitungan IFAS dan EFAS dapat diketahui bahwa analisis SWOT
produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah
Cabang Pembantu Ulee Kareng berada pada posisi kuadran 1, posisi ini
merupakan posisi yang sangat menguntungkan pihak Bank Aceh Syariah,
dengan cara menerapkan strategi yang dapat mendukung kebijakan
pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy).

Kata kunci: Akad Murabahah, Pembiayaan Kepemilikan Rumah
(PKR), Analisis SWOT.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Kebutuhan manusia saat ini sangatlah beragam dan
bertingkat-tingkat. Pada tingkat pertama primary needs atau
kebutuhan primer seseorang membutuhkan sandang (pakaian),
pangan (makanan dan minuman), dan papan (tempat tinggal).
Apabila kebutuhan primer ini sudah terpenuhi, maka muncullah
didalam pikiran manusia untuk memenuhi secondary needs atau
kebutuhan tingkat keduanya, antara lain berisi kebutuhan akan
sepatu, sepeda, pendidikan, dan sebagainya. Begitu juga setelahnya
sehingga terdapat kebutuhan tingkat ketiga (tertiary needs),
kebutuhan tingkat keempat (quartiary needs), dan seterusnya.
Seseorang akan sampai pada suatu tingkat kebutuhan tertentu hanya
sesudah kebutuhan sebelumnya atau kebutuhan yang paling pokok
terpenuhi (Rinaldy et al., 2023).

Kepemilikan rumah saat ini menjadi persoalan kebutuhan
yang sulit untuk dimiliki. Memiliki rumah tidak hanya sebagai
tempat tinggal tetapi sebuah impian bagi setiap orang. Kepemilikan
rumah juga merupakan salah satu aset investasi jangka panjang
(Kusuma et al., 2024). Ketersediaan rumah yaitu kesenjangan antara
jumlah rumah yang dibutuhkan dengan jumlah rumah yang dibangun
(Amini et al., 2023).

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2022, jumlah

penduduk Indonesia terhitung 275,773,8 juta jiwa, hal ini mengalami



kenaikan sebesar 3 juta jiwa dari tahun 2021 (Aminah, 2023).
Jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami kenaikan setiap
tahunnya. Hal ini mampu mempengaruhi kebutuhan akan
permintaan rumah atau hunian yang semakin meningkat (Savitri &
Nasrudin, 2023). Peningkatan jumlah penduduk dibarengi dengan
makin banyaknya kebutuhan masyarakat akan berpengaruh terhadap
harga lahan yang semakin tinggi. Hal ini menjadi pertimbangan
masyarakat dalam mewujudkan kepemilikan rumah dikarenakan
tingkat pendapatan yang masih masuk kategori rendah (Sumule,
2020).

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Selain itu rumah
juga merupakan salah satu langkah awal untuk mewujudkan
keharmonisan keluarga (Muthiah & Setiawan, 2021). Keterbatasan
pendapatan masyarakat yang masih tergolong rendah menjadi
pertimbangan awal dalam mewujudkan kepemilikan rumah.
Sehingga, banyak masyarakat yang lebih memilih membeli suatu
rumah secara pembiayaan. Hal ini dikarenakan pembayaran secara
tunai dianggap lebih berat dibandingkan dengan pembayaran secara
pembiayaan. Adanya peluang ini, lembaga keuangan khususnya
perbankan syariah memanfaatkan kesempatan ini untuk terus
mewujudkan akan kebutuhan masyarakat (Mariko, 2023).

Program Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) menjadi
salah satu alternatif untuk menanggulangi permintaan kepemilikan

rumah yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Karena tidak



semua masyarakat ingin melakukan program Pembiayaan
Kepemilikan Rumah (PKR) di bank konvensional terlebih sistem
yang digunakan adalah sistem pembiayaan bunga, akhirnya
munculah program Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) yang
diberikan oleh bank syariah. Disinilah bank membantu
menjembatani kepentingan pembeli dan penjual rumah dengan
menawarkan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah. Adanya
program Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) telah memberikan
alternatif pembiayaan perumahan yang bebas dari riba, karena PKR
adalah pembiayaan kepemilikan rumah secara syariah. Keuntungan
yang akan didapat oleh masyarakat dengan mengajukan Pembiayaan
Kepemilikan Rumah (PKR) di bank syariah diantaranya PKR yang
terdapat di bank syariah tidak akan mengalami perubahan pada
angsuranya atau sifatnya fixed (tetap atau tidak terpengaruh oleh
naik turunnya suku bunga) karena pada bank syariah transaksinya
menggunakan akad Murabahah, bank syariah membeli lunas rumah
tersebut kemudian nasabah membeli dan membayarnya secara
angsur. Keuntungan yang akan didapat lainya adalah ketika nasabah
melakukan transaksi akad jual beli rumah dengan bank syariah maka
bisa dipastikan dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap karena
sebelum terjadi jual beli rumah dokumen terkait harus sudah
dikuasai pihak bank sehingga nasabah yang menggunakan PKR pada
bank syariah dapat langsung menempati rumah tersebut tanpa
menghawatirkan lagi penyelesian dokumen PKR pada developernya
(Hiya et al., 2022).



Bentuk pembiayaan perbankan Syariah berdasarkan prinsip
Syariah harus dilandasi berbagai akad yang diperbolehkan dalam
Islam dan tidak boleh ada paksaan dalam melakukan akad kemudian
harus terbebas dari unsur gharar, maisir dan haram. Akad adalah
(perjanjian, kesepakatan, transaksi) dapat diartikan sebagai
komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Akad dalam
istilah figih adalah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk
melaksanakan, baik yang muncul dari suatu pihak maupun yang
muncul dari dua pihak. Akad dalam pembiayaan perbankan Syariah
antara lain Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Kafalah, Salam,
Istishna, ljarah, Wakalah, Hawalah dan lain lain (Suratinoyo et al.,
2021). Beberapa akad dalam PKR, yakni jual beli tegaskan untung
(Murabahah), jual beli dengan termin dan konstruksi (istishna), sewa
berakhir lanjut milik (ijarah muntahiya bit tamlik), sewa
(Musyarakah Mutanagishah) (Nurcahyono et al., 2023).

Akad Murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli
yang terjadi di lembaga keuangan syariah. Nasabah sebagai pihak
pembeli dalam akad ini, sedangkan lembaga keuangan syariah
sebagai penjual (Adnina, 2020). Akad Murabahah merupakan salah
satu jenis akad yang paling banyak diterapkan dalam aktivitas
pembiayaan perbankan syariah. Akad Murabahah diterapkan
melalui komponen jual beli barang dengan penambahan margin
sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Saat ini, pembiayaan
dengan akad Murabahah memberikan kontribusi terbesar dari total

pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, yaitu sekitar 60%. Hal



ini dikarenakan sebagian besar pembiayaan yang diberikan
perbankan di Indonesia bertumpu pada kebutuhan konsumtif
(Octasari et al., 2023).

Salah satu bank yang menawarkan produk Pembiayaan
Kepemilikan Rumah (PKR) yaitu PT. Bank Aceh Syariah.
Pembiayaan Kepemilikan Rumah . (PKR) adalah fasilitas
pembiayaan yang diberikan Bank Aceh kepada nasabah perorangan
untuk pemilik rumah tinggal berupa rumah tapak (landed house)
baru ‘maupun lama untuk dihuni sendiri, dengan agunan rumah
tinggal tersebut dan jumlah maksimum pembiayaan ditetapkan
berdasarkan nilai agunan dan kemampuan pengembalian nasabah.
Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) diberikan kepada nasabah
yang membutuhkan pinjaman khusus untuk membangun atau
merenovasi rumah. Dalam menyalukan pembiayaan ini bank
melakukan penilaian yang selektif terhadap kelayakan usaha dan
persyaratan yang diajukan oleh calon nasabah. Hal ini dilakukan
agar pembiayaan dapat berjalan dengan baik dan menghindari
kerugian akibat gagalnya pengembalian pembiayaan yang telah
disalurkan (Tarigan et al., 2024). Bank Aceh Syariah Kantor Cabang
Pembantu Ulee Kareng mulai membuka Pembiayaan Kepemilikan
Rumah (PKR) pada tahun 2018 sampai dengan saat ini.

Secara umum setiap perusahaan melakukan penentuan
strategi pemasaran yang tepat di mulai dengan melakukan analisis
SWOT. Analisis SWOT adalah kegiatan pengidentifikasian secara

sistematis dari berbagai faktor untuk merumuskan strategi



perusahaan. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan
strategis yang dilakukan untuk mengevaluasi  Strengths,
Weaknesses, Opportunities dan Threats yang terlibat dalam suatu
proyek atau dalam bisnis usaha. Tujuan dari analisis ini untuk
mengetahui profil perusahaan berdasarkan analisis lingkungan
internal, serta analisis  lingkungan eksternal perusahaan yang
mencakup perusahaan agar perusahaan senantiasa mampu
menghadapi pesaingnya dan meningkatkan jumlah konsumen
(Sasoko & Mahrudi, 2023). Analisis SWOT memerlukan proses
yang melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis
atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang
mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut
(Rahima, 2020). Analisis SWOT yang digunakan oleh penelitian ini
ialah untuk melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan
yang dihadapi oleh Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee
Kareng dalam penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan PKR.

Hal ini relevan dengan penelitian ljalatul Fajri yang
menyatakan bahwa penerapan strategi marketing mix produk PKR
Sejahtera dalam matriks SWOT berada pada posisi kudran |I.
Kekuatan dari Marketing Mix 7P yaitu: product, price, place, people
dan Physical Evidence. Sedangkan kelemahan yaitu: promotions dan
process. Peluangnya adalah price dan people. Ancamannya adalah
product dan promotions. Strategi dalam menghadapi persaingan
dengan bank lain yaitu dengan menciptakan brand image yang kuat

untuk membedakan kelebihan produk tersebut. Atas dasar ini



peneliti bermaksud meneliti persamaan, perbedaan dan penerapan
mengenai Akad Murabahah dengan judul “Analisis SWOT
terhadap Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan
Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng”.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akad pada Pembiayaan Kepemilikan
Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu
Ulee Kareng?

2. Bagaimana kekuatan dan kelemahan pada Pembiayaan
Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng?

3. Bagaimana peluang dan ancaman pada Pembiayaan
Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi
tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad pada
Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Aceh
Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng.



2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan dan kelemahan
pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Aceh
Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng.

3. Untuk mengetahui bagaimana peluang dan ancaman pada
Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Aceh
Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng.

1.4 Manfaat Penelitian
Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh oleh beberapa
pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menjadi rujukan
untuk mengembangkan ilmu tentang penerapan Akad
Murabahah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) di
Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng.

2. Manfaat Praktis
a. Kepada penulis penelitian ini  merupakan suatu

kewajiban agar dapat memperoleh gelar sarjana ekonomi
penelitian ini_menjadi permulaan saya merupakan
memasuki dunia kerja  dan diharapkan pemimpin ini
mampu memberikan penjelasan dan menjadi materi
masukan terhadap pihak yang melaksanakan penelitian.
b. Kepada Universitas diharapkan penelitian bisa menjadi
materi acuan terhadap pengkaji yang lain saat
melaksanakan penelitian yang serupa serta dapat menjadi

suatu materi bahan perbandingan.



c. Kepada instansi terkait diharapkan dapat menjadi
pedoman khususnya di PT. Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng dalam meningkatkan pelayanan
yang berkualitas menurut Syariah.
1.5 Sistematika Pembahasan
Adapun sistematika penulisan penelitian yang akan di bahas
oleh dimengklasifikasikan dalam tiap- tiap Bab, yaitu:
BAB | PENDAHULUAN
yang mencakup latar belakang masalah sebagai landasan
pembahasan lebih lanjut, kemudian rumusan, tujuan
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan
BAB Il LANDASAN TEORI
yang mencakup mengenai teori yang berkenaan dengan
pelaksanaan penelitian ini. Bab ini juga menguraikan hasil
penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan
penelitian yang akan dilakukan.
BAB Il METODOLOGI PENELITIAN
yang mencakup tentang informasi mengenai penelitian dan
bagaimana cara untuk melakukan penelitian, bab ini
berisikan jenis penelitian, teknik dan data, sumber data dan
metode analisis data.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
yang mencakup hasil dari penelitian dan pembahasan yang

dilakukan oleh peneliti.



BAB V PENUTUP
yang mencakup kesimpulan mengenai pembahasan yang
telah dipaparkan dan saran untuk pengembangan studi

selanjutnya.

AR-RANIRY
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Bank Syariah
2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah secara- umum dapat diartikan lembaga
keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan,
pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran (Suri & Berliana, 2023).
Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang
berada di dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian perbankan
syariah harus dapat menghindari kegiatan yang mengandung unsur
riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam
(Sundariani, 2023). Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga
dalam seluruh aktivitasnya (Agustin, 2021).

Bank Aceh Syariah merupakan sebuah perusahaan milik
pemerintah Provinsi Aceh yang bergerak dalam bidang perbankan
yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Bank Aceh Syariah
didirikan pada tanggal 7 September 1957 yang merupakan Perseroan
Terbatas dan diberi nama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV. Pada
tanggal 19 September 2016, PT. Bank Aceh Syariah resmi
melaksanakan kegiatan operasionalnya menjadi sistem syariah.
Perubahan sistem operasional ini dilakukan melalui proses konversi
Bank Aceh yang awalnya Kkegiatan operasional bank ini
dilaksanakan secara konvensional menjadi Bank Aceh Syariah yang

kegiatan operasionalnya dilaksanakan dengan sistem syariah secara
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utuh dan mematuhi prinsip keuangan syariah. Dengan
dilaksanakannya konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah,
tentu saja hal ini dapat menambah jumlah aset bank syariah
khususnya pada Provinsi Aceh (Igbal et al., 2024).
2.1.2 Dasar Hukum Bank Syariah

Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk
mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur
bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual
system bank), dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
yang mengatur kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah,
kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Tahun 2001 yang
mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan
prinsip syariah, dan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang perbankan syariah (Wahyu & Anwar, 2020).

Pemerintah Aceh pernah menerbitkan Qanun Nomor 9
Tahun 2014 tentang pembentukan Bank Aceh Syariah dalam bentuk
Spin Off. Qanun ini berlaku sebelum Bank Aceh Syariah
dikonversikan dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Hal
ini tercantum pada Qanun Nomor 09 Tahun 2014 Pasal 3 Ayat (1),
yang berbunyi: “Dengan Qanun ini Unit Usaha Syariah PT Bank
Aceh vyang dibentuk berdasarkan SK  Direksi  Nomor
047/DIR/SDM/XI11/2001, dipisahkan menjadi Bank Aceh Syariah.”
Akan tetapi ganun ini dicabut dan diterbitkan Qanun Aceh yang baru
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yaitu Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan Qanun Aceh
Nomor 9 Tahun 2014 tentang pembentukan Bank Aceh Syariah.
Pencabutan Qanun ini telah disepakati oleh pemerintah Aceh dan
manajemen Bank Aceh. Pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014
dilakukan agar mempercepat proses konversi Bank Aceh dari sistem
konvensional menjadi-Bank Aceh Syariah. Hal ini disebabkan
karena proses konversi suatu bank konvensional menjadi syariah
tidak memerlukan Qanun. Sesuai dengan (Peraturan Bank Indonesia,
Nomor 8/3/PBI/2006) yang menyatakan bahwa dalam melakukan
sebuah konversi bank atau perubahan kegiatan operasional suatu
bank dari sistem konvensional menjadi sistem syariah, hanya
membutuhkan perubahan pada sistem dan bidang usaha, rencana
bisnis, serta mengubah Anggaran Dasar (AD) dari bank tersebut.
Akan tetapi, Qanun Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Bank Aceh Syariah Akan tetapi ganun ini dicabut dan diterbitkan
Qanun Aceh yang baru yaitu Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pencabutan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang pembentukan
Bank Aceh Syariah (Bank Aceh, 2023).

Pencabutan Qanun ini telah disepakati oleh pemerintah Aceh
dan manajemen Bank Aceh. Pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun
2014 dilakukan agar mempercepat proses konversi Bank Aceh dari
sistem konvensional menjadi Bank Aceh Syariah. Hal ini disebabkan
karena proses konversi suatu bank konvensional menjadi syariah
tidak memerlukan Qanun. Sesuai dengan (Peraturan Bank Indonesia,

Nomor 8/3/PBI1/2006) menyatakan bahwa dalam melakukan sebuah
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konversi bank atau perubahan kegiatan operasional bank dari sistem
konvensional menjadi sistem syariah membutuhkan perubahan pada
sistem dan bidang usaha, rencana bisnis, serta mengubah Anggaran
Dasar (AD) dari bank tersebut. Akan tetapi, Qanun Nomor 9 Tahun
2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah (Bank Aceh, 2023).
Kemudian pada awal tahun 2019, tepatnya pada tanggal 4
Januari 2019 pemerintah aceh menerapkan kebijakan baru mengenai
Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh. Kebijakan ini
tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini dilakukan untuk memperkuat
penegakan hukum islam di Aceh pada sisi lembaga keuangan. Oleh
karena diberlakukannya Qanun ini, Provinsi Aceh diharapkan dapat
menyesuaikan hal-hal yang diatur dalam Qanun, khususnya dalam
penentuan akad keuangan dan kegiatan operasional bank yang
dijalankan berdasarkan prinsip- prinsip syariah. Sesuai dengan isi
Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi: 1) Lembaga keuangan yang
beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syariah. 2) Agad keuangan
di Aceh menggunakan prinsip syariah (Bank Aceh, 2023).
2.1.3 Prinsip-Prinsip Bank Syariah
Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Quran
dan Sunnah (Maimun & Tzahira, 2022). Bank syariah menjiwai
hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi,
keadilan dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling

membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin
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sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak
dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi
masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip
saling menawarkan bantuan dan nasihat (Firmansyah et al., 2021).
2.1.4 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah tercantum dalam pembukaan
standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial Institution)
(Firmansyah et al., 2021), yaitu :

1. Manajemen investasi, dalam hal ini bank syariah berperan
sebagai mudharib, yaitu pihak yang mengelola investasi dana
dari nasabah.

2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang
dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan
kepadanya yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank
syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan
perbankan sebagaimana lazimnya.

4. Pelayanan jasa sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas
keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk
mengeluarkan dana mengelola (menghimpun,
mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana

sosial lainnya
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2.1.5 Tujuan Bank Syariah

Mulawarman berpendapat bahwa bank syariah dibentuk

dengan tujuan (Firmansyah et al., 2021), yaitu :

1.

Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah
secara Islam khususnya muamalah yang berhubungan
dengan perbankan.

Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi,
dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan
investasi.

Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan
membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kepada
kelompok miskin

Untuk membantu “menanggulangi = (mengentaskan garis
kemiskinan), yang pada umumnya merupakan program
utama dari negara berkembang.

Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter pemerintah.
Dengan aktivitas-aktivitas bank syariah diharapkan mampu
menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga dan
menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga

keuangan.

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Konsep Dasar Pembiayaan

Konsep dasar pembiayaan dalam bank syariah menurut Pasal

1 Ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang

Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau
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tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, Transaksi bagi hasil
dalam bentuk mudharabah dan Musyarakah; transaksi sewa-
menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah
muntahiya bittamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang
Murabahah, salam, dan istishna’; transaksi pinjam meminjam dalam
bentuk piutang gardh; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam
bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Firmansyah et al.,
2021).

Para teoritikus perbankan Islam mendambakan aktivitas
investasi dalam bank Islam didasarkan pada dua konsep yang legal,
yaitu mudharabah dan Musyarakah, sebagai alternatif dalam
menerapkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing). Teori ini
menyatakan bahwa bank Islam akan memberikan sumber
pembiayaan (finansial) yang luas kepada peminjam (debitur)
berdasarkan atas bagi resiko (baik yang menyangkut keuntungan
maupun Kkerugian), yang berbeda dengan pembiayaan (finansial)
sistem bunga pada dunia perbankan konvensional yang semua
resikonya ditanggung oleh pihak peminjam (debitur) (Alfiya &
Mutmainah, 2022). Selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal
istilah pembiayaan dalam perbankan dan istilah pembiayaan dalam

perbankan syari’ah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh
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masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain.
Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia
dapat disebut telah memberikan utang kepadanya (Ulpah, 2020).

Istilah pembiayaan atau pembiayaan lebih banyak digunakan
oleh masyarakat pada transaksi-perbankan dan pembelian yang tidak
dibayar secara tunai. Secara esensial, antara hutang dan pembiayaan
atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di
masyarakat (Rizky, 2021). Pembiayaan atau financing, yaitu
pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan
sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan (Ulpah, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang
Perbankan Bab | Pasal 1 Nomor 12, yang dimaksud pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil
(Muhamad, 2020).

2.2.2 Prinsip-Prinsip Pembiayaan
Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-

norma islam, lima segi religius, yang berkedudukan dengan literatur,
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harus diterapkan dalam perilaku investasi. Lima segi tersebut (Hajari
& Batubara, 2023) adalah :
1. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga.
2. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.
3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan
dengan sistem nilai islam (haram).
4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir dan
gharar.
5. Penyediaan Takaful (Asuransi Islam)
2.2.3 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan
Tujuan pembiayaan berdasarkan bank syariah adalah untuk
meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai
dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati
oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang
industri, pertanian, dan perdagangan. Pembiayaan ditujukan untuk
menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi
barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan
dalam  negeri maupun ekspor. Fungsi pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan
meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk
menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya memberikan
pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi
hasil yang tidak memberatkan debitur, membantu kaum dhuafa yang
tidak tersentuh, karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dan membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu
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dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan

untuk usaha yang dilakukan (Irawan, 2021).

2.2.4 Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis produk pembiayaan di perbankan syariah

(Firmansyah et al., 2021), yaitu :

1.

Pembiayaan modal kerja syariah yaitu pembiayaan yang
diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal
kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam
satu siklus usaha.

Pembiayaan investasi syariah yaitu penanaman dana dengan
maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan di
kemudian hari atau dapat disebut pembiayaan jangka
menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-
barang modal yang diperlukan dalam usaha

Pembiayaan konsumtif syariah yaitu pembiayaan yang
diberikan untuk tujuan diluar usaha dan pada umumnya
bersifat perorangan.

Pembiayaan sindikasi yaitu pembiayaan yang diberikan
kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu
objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya
diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai
transaksinya yang sangat besar.

Pembiayaan take over yaitu pembiayaan yang timbul akibat
take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan

yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah
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6. Pembiayaan letter of credit yaitu pembiayaan yang diberikan
dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan eksport
nasabah.

2.3 Akad Murabahah
2.3.1 Pengertian Akad Murabahah

Akad Murabahah adalah akad jual beli barang dengan
menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang
disepakati oleh penjual dan pembeli (Muhammadiah & Zulhamdi,
2022). Akad Murabahah merupakan salah satu bentuk natural
certainty contracts, karena dalam Murabahah ditentukan berapa
required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh)
(Ardiansyah & Rojali, 2023). Akad Murabahah dapat diartikan
sebagai akad jual beli barang dimana antara penjual dan pembeli
sama-sama mengetahui harga pokok dan harga tambahan yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak. Akad Murabahah biasanya
diterapkan oleh lembaga keuangan syariah terhadap pembelian
barang dalam waktu jangka pendek bukan untuk modal usaha
(Taufigurrohman, 2020).

Murabahah merupakan salah satu jenis akad yang paling
banyak diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah.
Murabahah diterapkan melalui komponen jual beli barang dengan
penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank.
Saat ini, pembiayaan dengan akad Murabahah memberikan
kontribusi terbesar dari total pembiayaan perbankan syariah di

Indonesia, yaitu sekitar 60%. Hal ini dikarenakan sebagian besar

21



pembiayaan yang diberikan perbankan bertumpu pada kebutuhan
konsumtif (Octasari et al., 2023).

Secara terminologi, istilah akad Murabahah merupakan kerja
sama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai
(shahibul maal) yang menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya
sebagai pengelola (Nuralim & Jawab, 2023). Akad Murabahah
adalah salah satu pembiayaan pada perbankan syariah yang paling
diminati-oleh masyarakat. Pembiayaan akad Murabahah bank telah
menetapkan harga jual beli barang (dalam maksud harga pokok
perolehan barang ditambah sebuah margin keuntungan dari pihak
bank). Harga jual yang disepakati di awal akad tidak dapat berubah
selama jangka waktu pembiayaan berjalan. Akad Murabahah dalam
pandangan lbnu Rusyd sebagai alat jual beli, dimana penjual
menyebutkan kepada pembeli harga pokok barang oleh penjual dan
dipersyaratkan kepada penjual untuk mengambil keuntungan yang
berupa dinar atau dirham (Arwanita et al., 2022).

2.3.2 Landasan Hukum Akad Murabahah

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IVV/2000,
“Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga
lebih sebagai laba” (Sakum & Fitri, 2021). Pedoman Produk
Pembiayaan Murabahah ini disusun oleh OJK bekerja sama dengan
DSN-MUI, pelaku industri perbankan syariah dan pemangku
kepentingan lainnya. Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah ini

diharapkan  dapat melengkapi  Peraturan OJK  Nomor
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13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum
yang bersifat penjelasan lebih rinci dan teknis serta dilengkapi
dengan berbagai macam contoh sehingga memudahkan bagi pelaku
industri untuk melakukan implementasi. Pedoman Produk ini
merupakan edisi penyempurnaan dari Standar Produk Murabahah
yang diterbitkan oleh OJK pada tahun 2016 dengan penambahan
serta penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan, POJK
dan Fatwa-fatwa DSN-MUI termutakhir (Otoritas Jasa Keuangan,
2021).

Ada beberapa landasan yang mendasari pembiayaan akad
Murabahah dalam perbankan syariah. Berikut landasan-landasan
fatwa DSN tentang transaksi akad Murabahah (Anugrah & Laila,
2020):

1. Fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang
Murabahah: Ketentuan Umum Murabahah.

2. Fatwa DSN MUI No. 13/DSNMUI/IV/2000 Tentang Uang
Muka dalam Murabahah .

3. Fatwa DSN MUI No. 16/DSNMUI/IVV/2000 Tentang Diskon
dalam Murabahah.

4. Fatwa DSN MUI No. 17/DSNMUI/IV/2000 Tentang Sanksi
atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
dalam Murabahah.

5. Fatwa DSN MUI No. 23/DSNMUI/INI/2002 Tentang

Potongan Pelunasan dalam Murabahah.
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6. Fatwa DSN MUI No. 46/DSNMUI/III/2005 Tentang
Potongan Tagihan dalam Murabahah.
7. Fatwa DSN MUI No. 47/DSNMUI/INI/2005 Tentang
Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak
Mampu Membayar.
8. Fatwa DSN_MUI No. 48/DSNMUI/INI/2005 Tentang
Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
9. Fatwa DSN MUI No. 48/DSNMUI/1I1/2005 Tentang
Konversi Akad Murabahah
2.3.3 Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Dalam perspektif hukum Islam suatu ibadah dinyatakan sah,
dan diterima oleh Allah swt. yaitu selama terpenuhi syarat dan
rukunnya, tentu demikian pula dalam konsep akad Murabahah (Al-
butary, 2021) :

1. Rukun Akad Murabahah
a. Translator (pithak yang bertransaksi) yaitu penjual dan

pembeli. Keduanya disyaratkan berakal dan orang yang
berbeda.

b. Objek akad Murabahah. Barang yang diperjual-belikan
disyaratkan ada (bukan kamuflase) dan dimiliki oleh
penjual. Kejelasan spesifikasi obyek jual beli adalah
keharusan karena berkaitan dengan kejujuran dan

kerelaan kedua belah pihak.
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C.

d.

ljab dan Kabul, mensyaratkan pelaku balig dan berakal,
kesesuaian antara kabul dengan ijab, dan pelaksanaannya
dalam satu majelis.

Nilai tukar (harga), harus pasti dan jelas jenis dan

jumlahnya.

2. Syarat-Syarat Akad Murabahah

a.
b.

Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang
ditetapkan.

Kontrak harus bebas riba

Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi
cacat atas barang sesudah pembelian.

Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan
dengan pembelian, misalnya: jika pembelian dilakukan
secara utang. Jadi disini terlihat adanya unsur

keterbukaan.

2.3.4 Mekanisme Akad Murabahah
Mekanisme Akad Murabahah dalam pengajuan pembiayaan
PKR (Astuti & Oktapianti, 2023) sebagai berikut:

1.
2. AO menerima berkas
3
4.
5

. Wawancara

Nasabah Pengajuan PKR.

. AO Meneliti Kelengkapan Berkas

Berkas Di Proses Pada Sistem SLIK/BI Checking.
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6. Berkas Diinput Sistem Appel (aplikasi penunjang
pembiayaan elektronik)

7. Validasi Data

8. Analisis Pembiayaan oleh AO dengan alat ukur 5C.

9. AO Mengirim Appraisal

10. Marketing Menilai Agunan Yang akan Dibeli Nasabah

11. AO Analisa Keseluruhan

12. AO Membuat Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan
(SP3)

13. AO Order Akad Kepada Notaris Clearence Sertifikat

14. Akad

15. Pencairan

16. Setelah dana cair maka nasabah hanya harus membayarkan
angsuran yang sudah disepakati sampai lunas setelah itu
nasabah mendapatkan IMB dan surat lainnya yang berkaitan
dengan rumah subsidi.

2.3.5 Kelebihan dan Kekurangan Akad Murabahah
Akad Murabahah  memiliki =~ beberapa keunggulan
diantaranya (Azilah et al., 2023) :

1. Transparan transaksi dalam akad Murabahah lebih
transparan, hal ini karena dalam akad Murabahah, penjual
wajib memberitahu harga produksi atau beli pada pembeli
dan laba yang diterima penjual. Sehingga akad berlangsung

secara jujur dan amanah.
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. Akad Murabahah mengutamakan kepentingan dua pihak
karena dalam akad ini, kedua pihak sama-sama diuntungkan
diantaranya penetapan laba penjual yang disepakati oleh
penjual dan pembeli sehingga mereka dapat mengukur
keuntungan yang pantas diperoleh penjual serta harga yang
tepat bagi pembeli.

. Dalam akad Murabahah digunakan sistem balas jasa, bukan
bunga. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan
syariah dimana bank membeli barang yang diinginkan
pembeli, lalu dijual dengan harga lebih tinggi sebagai laba
sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

. Profit dari transaksi ini dapat dinegosiasikan artinya jika
pembeli merasa keberatan dengan harga jual produk, maka
hal ini dapat dinegosiasikan dengan penjual. Begitu juga
sebaliknya, jika penjual tidak puas dengan besarnya laba
yang diusulkan ‘pembeli, maka kedua belah pihak dapat
berdiskusi guna mencapai kesepakatan harga.

. Dalam akad Murabahah, besarnya angsuran dibayar sesuali
kesepakatan. Pembeli dapat bernegosiasi terkait besaran
nominal serta jangka waktu angsuran dengan penjual.

. Pembiayaan Murabahah dapat dilakukan oleh lembaga
keuangan syariah untuk membantu nasabah dalam
membiayai kegiatan konsumtif seperti pembelian rumah

maupun kegiatan produktif seperti pengembangan usaha.
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Beberapa kekurangan pembiayaan Murabahah yang ada di
bank syariah (Bagaskara & Rohmadi, 2024) adalah :

1. Bank tidak boleh menyertai harga pasar sebab harga sudah
dipatok di muka melalui cicilan tetap.

2. Barang yang sudah didapat nasabah bisa dijual sebab sudah
kepemilikan nasabah, sehingga jadi risiko bank bila nasabah
tidak melunasi cicilan.

3. DP (Down Payment) akad Murabahah lebih beragam, yaitu
minimal 20% dari harga transaksi.

4. Jika nasabah mau melunasi lebih singkat, nasabah tetap
membayar profit bank sesuai mufakat, kecuali pihak bank
memberi diskon. Diskon tidak boleh ditentukan di awal
perjanjian.

5. Total angsuran yang dibayar nasabah lebih banyak.

2.3.6 Penerapan Akad Murabahah untuk Pembiayaan PKR
Penerapan akad pada pembiayaan PKR adalah pada saat
pelaksanaan akad ini harus dihadapan pimpinan perusahaan atau
wakil ‘dan notaris serta nasabah yang mengajukan pembiayaan
tersebut. Dimana bank membacakan ketentuan-ketentuan yang ada
seperti margin (keuntungan) yang diperoleh oleh bank, angsuran
pokok ditambah margin yang harus dibayar oleh nasabah, total
angsuran seluruhnya, menyampaikan rincian objek yang akan
diberikan oleh nasabah, menunjukkan daftar angsuran yang harus
dibayar oleh nasabah, uang muka, jangka waktu dan perjanjian-

perjanjian yang dibuat oleh Bank dengan ketentuan yang harus
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dipenuhi pada saat pembiayaan sesuai surat perjanjian. selain itu
Bank juga menjelaskan denda yang harus dibayar pada saat
keterlambatan pembayaran dan Bank juga meminta kepada nasabah
untuk memparaf berkas seperti gambar rumah dan setiap perjanjian
ditandatangani yang disetujui oleh nasabah agar suatu saat tidak ada
perubahan sesuai dengan kesepakatan antara pihak Bank dan
nasabah. Dalam pembiayaan PKR nasabah yang memilih rumah
yang akan dibeli baik dari segi model dan lokasi rumah yang
diinginkan. Dalam PKR Bersubsidi Menggunakan akad murabahah,
pihak Bank membiayai proyek kontruksi untuk nasabah, misalkan
membangun 100 rumah, dan pihak developer tersebut yang mencari
nasabah untuk Bank, selain adanya kontruksi, apabalia sudah terjalin
adanya MOU dengan Bank maka pembiayaan untuk PKR Bersubsidi
juga bisa dilakukan (Latif, 2020). .

2.4 Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR)

2.4.1 Pengertian Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR)

PKR atau Pembiayaan Kepemilikan Rumah merupakan
salah satu jenis pelayanan pembiayaan atau pembiayaan yang
diberikan oleh bank kepada para nasabah yang menginginkan
pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan
atau renovasi rumah. PKR sendiri muncul karena adanya kebutuhan
memiliki rumah yang semakin lama semakin tinggi tanpa diimbangi
daya beli yang memadai oleh masyarakat (Lubis & Mubarok, 2023).

Produk pembiayaan PKR yang digunakan dalam perbankan

syari’ah memiliki berbagai macam perbedaan dengan Pembiayaan
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Kepemilikan Rumah (PKR) di perbankan konvensional. Hal ini
merupakan implikasi dari perbedaan prinsipal yang diterapakan
perbankan syari’ah dan perbankan konvensional, yaitu konsep bagi
hasil dan kerugian (profit and loss sharing) sebagai pengganti sistem
bunga perbankan konvensional. Dalam produk pembiayaan
kepemilikan rumah ini, terdapat beberapa perbedaan antara bank
syari’ah dan bank konvensional, di antaranya pemberlakuan sistem
pembiayaan dan sistem markup, kebolehan dan ketidakbolehan
tawar menawar (bargaining position) antara nasabah dengan bank,
prosedur pembiayaan dan lain sebagainya (Yunus et al., 2023). PKR
adalah pembiayaan jangka panjang atau pembiayaan yang diberikan
oleh lembaga keuangan syariah dalam hal ini bank syariah bagi
seluruh lapisan masyarakat untuk membantu memiliki rumah beserta
tanah dengan fasilitas cicilan tetap dengan margin keuntungan yang
telah disepakati bersama antara bank dan nasabah, yang mewajibkan
nasabah untuk mengembalikan dana tersebut sesuai jangka waktu
yang telah ditentukan bersama. PKR merupakan salah satu produk
perbankan yang disediakan bagi debitur untuk pembiayaan
perumahan. Melalui pembiayaan PKR, kita tidak harus menyediakan
dana seharga rumah. Cukup memiliki uang muka tertentu, dan
rumah idaman pun menjadi milik kita. Kita bisa leluasa
menempatinya karena meski masih mengangsur rumah itu sudah
menjadi rumah kita sendiri (Rifki et al., 2024).
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2.4.2 Jenis-jenis Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR)
Di Indonesia, saat ini dikenal ada 2 jenis Pembiayaan
Kepemilikan Rumah (PKR) (Sarayar et al., 2022), yaitu :

1. PKR Subsidi, yaitu suatu pembiayaan yang diperuntukan
kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah
dalam rangka -memenuhi kebutuhan perumahan atau
perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang
diberikan berupa : Subsidi meringankan pembiayaan dan
subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan
rumah. Pembiayaan subsidi ini diatur tersendiri oleh
Pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang
mengajukan pembiayaan dapat diberikan fasilitas ini. Secara
umum batasan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam
memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan
maksimum pembiayaan yang diberikan.

2. PKR Non Subsidi, yaitu suatu PKR yang diperuntukan bagi
selurun masyarakat. Ketentuan Pembiayaan Kepemilikan
Rumah (PKR) ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan
besarnya pembiayaan maupun suku bunga dilakukan sesuai
kebijakan bank yang bersangkutan.

Berdasarkan agunan maka Pembiayaan Kepemilikan Rumah
(PKR) dibedakan menjadi dua (Sari et al., 2022), yaitu:
1. PKR Pembelian, adalah PKR yang menggunakan rumah

yang akan dibeli sebagai agunannya.
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2. PKR Multiguna atau PKR Refinancing, adalah PKR yang
menggunakan rumah yang sudah dimiliki sebagai
agunannya.

Berdasarkan persyaratan penerima pinjaman dan tingkat
suku bunga maka Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR)
dibedakan menjadi empat (Siregar & Wirananda, 2023), yaitu:

1. PKR Bersubsidi, adalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah
(PKR) disediakan oleh Bank sebagai bagian dari program
pemerintah atau Jamsostek, dalam rangka memfasilitasi
pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/
RSH) oleh masyarakat berpenghasilan rendah sesuai
kelompok sasaran. Yang akan dikenakan subsidi adalah:
suku bunga pembiayaan atau uang muka.

2. PKR Konvensional atau PKR Non-Subsidi adalah produk
PKR yang disediakan oleh perbankan dengan persyaratan
yang mengikuti ketentuan umum perbankan dan tingkat suku
bunga regular yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.
Bisa saja suku bunga antar setiap bank, berbeda satu sama
lainnya.

3. PKR, cara transaksinya menggunakan prinsip akad
Murabahah (jual-beli) atau Musyarakah Mutanagishah
(kerjasama sewa). Sejumlah bank baik milik pemerintah
maupun bank swasta telah memiliki produk PKR.

4. Inhouse PKR, istilah ini dipergunakan oleh sebagian orang

untuk membedakan antara PKR produk lembaga keuangan
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dan PKR internal yang disediakan pengembang. Jenis PKR
ini sebetulnya adalah nama lain dari pembelian properti
dengan cicilan bertahap sebagai fasilitas yang disediakan
oleh pengembang.
2.4.3 Kelebihan Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR)
Kelebihan-kelebihan dari Pembiayaan Kepemilikan Rumah
(PKR) (Falah et al., 2023) sebagai berikut ini:
1. Nasabah tidak harus menyediakan dana tunai untuk membeli
rumah yang diinginkan.
2. Nasabah cukup menyediakan uang muka 10% dari harga
rumah yang akan dibeli.
3. Karena PKR memiliki jangka waktu yang panjang dalam
pelunasannya.
2.5 Analisis SWOT
2.5.1 Pengertian Analisis SWOT
Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara
sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisis ini
didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (Strengths)
dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat
meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).
Analisis ini didasari pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif
akan memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada serta
meminimalkan kelemahan dan ancamannya. Bila diterapkan secara
akurat, asumsi sederhana ini memiliki dampak yang sangat besar

dari rancanagan suatu strategi yang berhasil dan analisis lingkungan
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bisnis yang memberikan informasi yang dibutuhkan untuk
mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berada di dalam
perusahaan (Manggu & Beni, 2023). Analisis SWOT adalah sebuah
metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi
Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats yang terlibat
dalam suatu proyek atau dalam bisnis usaha. Hal ini melibatkan
penentuan tujuan usaha bisnis atau proyek dan mengidentifikasi
faktor-faktor internal dan eksternal yang baik serta menguntungkan
untuk mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT memerlukan proses
yang melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis
atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang
mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut (Sasoko
& Mahrudi, 2023).

Strengths, dilihat dari faktor internal yang mendukung
perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor pendukung dapat
berupa sumber daya, keahlian atau kelebihan lain yang mungkin
diperoleh berkat sumber keuangan, citra, keunggulan di pasar, serta
hubungan baik antara buyer dengan supplier. Weaknesses, dilihat
dari faktor internal yang menghambat perusahaan dalam mencapai
tujuannya. Faktor penghambat perusahaan dalam mencapai
tujuannya. Faktor penghambat dapat berupa fasilitas yang tidak
lengkap, kurangnya sumber keuangan, kemampuan mengelola,
keahlian pemasaran dan citra perusahaan. Opportunities, dilihat dari
faktor ekstrenal yang mendukung perusahaan dalam mencapai

tujuannya. Faktor eksternal yang mendukung dalam pencapaian
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tujuan dapat berupa perubahan kebijakan, perubahan persaingan,
perubahan teknologi dan perkembangan supplier dan buyer. Threats,
dilihat dari faktor eksternal yang menghambat perusahaan dalam
mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang menghambat perusahaan
dapat berupa masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang
lambat, meningkatnya bargaining power daripada supplier dan
buyer utama, perubahan teknologi serta kebijakan baru (Ghani &
Rahmi, 2022).

Analisis SWOT adalah penilaian terhadap hasil identifikasi
situasi, untuk menentukan apakah suatu kondisi dikategorikan
sebagai kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman. Analisis
SWOT merupakan bagian dari proses perencanaan. Hal utama yang
ditekankan adalah bahwa dalam proses perencanaan tersebut, suatu
institusi membutuhkan penilaian mengenai kondisi saat ini dan
gambaran ke depan yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan
institusi. Dengan analisis didapatkan karakteristik kekuatan utama,
kekuatan tambahan, faktor netral, kelemahan utama dan kelemahan
tambahan berdasarkan analisa internal dan eksternal yang dilakukan
(Suparmi & Suyati, 2022).

2.5.2 Matriks SWOT

Matriks SWOT dapat digunakan untuk menggambarkan
secara jelas peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi
perusahaan, dan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang
dimilikinya. Matriks SWOT merupakan alat yang penting untuk

membantu manajer mengembangkan empat tipe strategi yaitu SO
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(Strengths-Opportunities), WO (Weaknesses-Opportunities), ST
(Strengths-Threats), dan WT (Weaknesses-Threats) (Anggreani,
2021).

1. Strategi SO adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan jalan
pikiran organisasi yaitu dengan memanfaatkan seluruh
kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-
besarnya. Inilah yang merupakan strategi agresif positif yaitu
menyerang penuh inisiatif dan terencana. Strategi yang
memanfaatkan kekuatan agar peluang yang ada bisa
dimanfaatkan. Data program atau kegiatan yang akan
dilaksanakan, sehingga tujuan organisasi akan tercapai
secara terencana dan terukur. Dalam straetgi SO, organisasi
mengejar peluang-peluang dari luar dengan
mempertimbangkan kekuatan organisasi.

2. Strategi WO adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan
pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan
kelemahan dalam organisasi. Dalam hal ini perlu dirancang
strategi turn around yaitu strategi merubah haluan. Peluang
ekternal yang besar penting untuk diraih, namun
permasalahan internal atau kelemahan yang ada pada internal
organisasi lebih utama untuk dicarikan solusi, sehingga
capaian peluang yang besar tadi perlu diturunkan skalanya
sedikit. Dalam hal ini kelemahan organisasi perlu diperbaiki

dan dicari solusinya untuk mempermudah peluang tersebut.
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3. Strategi ST adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan
kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman
yang terdeteksi. Strategi ini dikenal dengan istilah strategi
diversifikasi atau strategi perbedaan. Maksudnya, seberapa
besar pun ancaman yang ada, kepanikan dan ketergesa-
gesaan hanya -memperburuk suasana, untuk itu bahwa
organisasi yang memiliki kekuatan yang besar bersifat
independen dan dapat digunakan sebagai senjata untuk
mengatasi ancaman tersebut. Dan mengindetifikasi kekuatan
dan menggunakannya untuk mengurangi ancaman dari luar.

4. Strategi WT adalah strategi yang diterpakan kedalam bentuk
kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan
kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Karena
dalam kondisi ini, organisasi yang sedang dalam bahaya,
kelemahan menimpa kondisi internal dengan ancaman dari
luar juga akan menyerang. Bila tidak mengambil strategi
yang tepat, maka kondisi ini bisa berdampak buruk bagi citra
dan eksistensi organisasi kedepan, yang perlu dilakukan
adalah bersama seluruh elemen organisasi merencanakan
suatu kegiatan untuk mengurangi kelemahan organisasi, dan
menghindar dari ancaman eksternal.

2.6 Penelitian Terdahulu
Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis
melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan

dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan adanya telaah adalah
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untuk menghindari adanya unsur plagiasi atau pengulangan dalam
penelitian ini. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik
penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan masalah tersebut,
berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penulis
sebelumnya.

Menurut Hiya et al (2022) dalam penelitiannya tentang
analisis penerapan akuntansi Murabahah dalam Pembiayaan
Kepemilikan Rumah (PKR) ditinjau dari PSAK-No0.102 pada Bank
Syariah Indonesia. Penerapan akad murabahah pada PKR telah
sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sedangkan penerapan
pembiayaan murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.
102 Revisi 2019 pada Bank Syariah Indonesia Cabang Medan
seperti bank hanya menerapkan pembiayaan murabahah hanya
berdasarkan pesanan saja artinya, pada PSAK 102 dinyatakan bahwa
murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa
pesanan, kenyataanya Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Medan
hanya menerapkan murabahah berdasarkan pesanan saja.

Menurut Sandrina et al (2023) dalam penelitiannya tentang
analisis penerapan akad pembiayaan Murabahah pada perbankan
syariah. Bank syariah mengembangkan aplikasi pembiayaan
murabahah ini dalam hal pengadaan barang. Di dalam hal ini, bank
syariah menggunakan media akad wakalah untuk memberikan kuasa
kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank kepada
penjual utama. bisa di sebut juga nasabah menjadi wakil bank untuk

membeli barang.
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Menurut Mitasari et al (2023) dalam penellitiannya tentang
penerapan akad Musyarakah Mutanagishah dalam Pembiayaan
Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank BSI bahwa Penerapan akad
Musyarakah Mutanagishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah
(PKR) di Bank BSI memiliki beberapa keunggulan sebagai
pembiayaan Syariah, yaitu dimana Bank dan nasabah sama-sama
memiliki suatu asset yang menjadi objek perjanjian antara bank dan
nasabah karena memiliki hak bersama maka antara bank dan
nasabah akan saling menjaga atas kerja sama yang sudah disepakati.

Menurut Sodik, et al (2023) dalam penelitiannya tentang
penerapan akad murabahah telah dilaksanakan dengan baik karena
unsur-unsur akad murabahah sesuai dengan fatwa dewan syariah
nasional. Secara empiris, implikasi dari hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bank BTN Syariah Kcps
Pekalongan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih mendorong
produk KPR syariah sekaligus memudahkan nasabah mengamobil
PPR syariah. Implikasi lain dari hasil penelitian ini secara teoretis
diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam
pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan.

Menurut Hubbi dan Harahap (2023) dalam penelitiannya
menyimpulkan bahwa alasan penggunaan pembiayaan murabahah
bil al-wakalah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR) pada
BSI KCP Medan Juanda yang pembiayaannya memberikan
kemudahan bagi nasabah dan perbankan. Karena nasabah cenderung

ingin membeli sendiri barang yang dibutuhkannya daripada
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mewakilinya ke bank. Selain itu, ketidakmungkinan bank
menyediakan seluruh barang yang dibutuhkan nasabah.

Menurut Jamani (2020) dalam penelitiannya tentang
implementasi konversi akad Murabahah kepada akad Musyarakah
Mutanagishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) di
Bank Muamalat Cabang Banda Aceh bahwa pada akad musyarakah
mutanaqishah ini nasabah tetap akan melakukan pelunasan utangnya
tetapi margin keuntungan yang diambil oleh bank lebih kecil ketika
menggunakan akad murabahah dan pembiayaan PKR menggunakan
akad musyarakah mutanaqishah. Penerapan konversi akad
murabahah kepada akad musyarakah mutanaqishah pada
Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Muamalat
Indonesia Cabang Banda Aceh telah sesuai dengan fatwa yang
mengatur perihal konversi akad ini.

Menurut Ritonga (2024) dalam penelitiannya tentang
analisis perbandingan pembiayaan PKR menggunakan Akad
Murabahah dengan Akad Musyarakah Mutanagisah Di Bank
Syariah Indonesia KC. Medan Aksara. Pelaksanaan kedua akad
diawali dengan permohonan finansial dengan persyaratan
administrasi yang sama. Perbandingan akad dapat dilihat pada hal
serupa, Yaitu. persyaratan administrasi, pembiayaan angsuran,
sistem pelunasan dipercepat dan akibat hukum bagi nasabah
wanprestasi. Perbedaan akad-akad tersebut terletak pada ciri-ciri

akad, definisi margin, hubungan bank dengan nasabah, nilai objek
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dan kepemilikan rumah. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan
dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan keduanya.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

Persamaan
No | Nama & Judul | Metode Hasil Penelitian dan
Perbedaan
1 | Nirmadarningsih | Kualitatif | Penerapan akad Persamaan:
Hiya, Saparuddin murabahah pada PKR Meneliti
Siregar dan telah sesuai dengan tentang PKR
Sanusi Gazali yang telah ditetapkan. dan akad
Pane (2022) Sedangkan penerapan Murabahah
Analisis pembiayaan murabahah
Penerapan belum sepenuhnya Perbedaan:
Akuntansi sesuai dengan PSAK Akad yang
Murabahah No. 102 Revisi 2019 diteliti Akad
dalam pada Bank Syariah Murabahah
Pembiayaan Indonesia Cabang dan lokasi
Kepemilikan Medan seperti bank penelitian
Rumah (PKR) hanya menerapkan BSI dan
ditinjau Dari pembiayaan murabahah | Bank Aceh
PSAK No.102 hanya berdasarkan Syariah
Pada Bank pesanan saja artinya,
Syariah pada PSAK 102
Indonesia dinyatakan bahwa
murabahah dapat
dilakukan berdasarkan
pesanan atau tanpa
pesanan, kenyataanya
Pada Bank Syariah
Indonesia Cabang
Medan hanya
menerapkan murabahah
berdasarkan pesanan
saja
2 | Maya Sandrina, Kualitatif | Bank syariah Persamaan:
Meli Marlia dan mengembangkan Meneliti
Siti Zaleha aplikasi pembiayaan tentang PKR
(2023) Analisis murabahah ini dalam dan akad
Penerapan Akad hal pengadaan barang. Murabahah
Pembiayaan Di dalam hal ini, bank
Murabahah Pada syariah menggunakan Perbedaan:
media akad wakalah
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Persamaan

No | Nama & Judul | Metode Hasil Penelitian dan
Perbedaan
Perbankan untuk memberikan Akad yang
Syariah kuasa kepada nasabah diteliti Akad
untuk membeli barang | Murabahah
atas nama bank kepada | dan lokasi
penjual utama. bisa di penelitian
sebut juga nasabah BSI dan
menjadi wakil bank Bank Aceh
untuk membeli barang. | Syariah
kepemilikan barang
hanya sebatas sebagai
agen dari pihak bank.

3 | Fajar Sodik, Kualitatif | Akad murabahah telah | Persamaan:
Rikhadatun Abir dilaksanakan dengan Meneliti
Al-Farda dan baik karena unsur- tentang PKR
Elisa Ayuni unsur akad murabahah | dan akad
(2023) sesuai dengan fatwa Murabahah
Penerapan Akad dewan syariah nasional.

Murabahah pada Secara empiris, Perbedaan:
Produk implikasi dari hasil Lokasi
Pembiayaan penelitian ini penelitian
KPR (Studi diharapkan dapat BTN Syariah
Kasus Bank menjadi masukan bagi | dan Bank
BTN Syariah Bank BTN Syariah Aceh Syariah
Kcps Kcps Pekalongan
Pekalongan) sebagai bahan

pertimbangan untuk

lebih mendorong

produk KPR syariah

sekaligus memudahkan

nasabah mengambil

PPR syariah. Implikasi

lain dari hasil

penelitian ini secara

teoretis diharapkan

dapat memberikan

sumbangan pemikiran

dalam pengembangan

dan peningkatan ilmu

pengetahuan.

4 | Atika Wardati Kualitatif | Penggunaan Persamaan:
Hubbi dan pembiayaan murabahah | Meneliti
Ardhansyah bil al-wakalah dalam tentang PKR
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Persamaan

No | Nama & Judul | Metode Hasil Penelitian dan
Perbedaan

Putra Harahap Pembiayaan Pemilikan | dan Akad
(2023) Analisis Rumah (KPR) pada Murabahah
Pembiayaan BSI KCP Medan
Pembiayaan Juanda yang Perbedaan:
Pemilikan pembiayaannya Lokasi
Rumah (KPR) memberikan penelitian
Dengan kemudahan bagi BSI dan
Penggunaan nasabah dan perbankan. | Bank Aceh
Akad Murabahah Karena nasabah Syariah
Bil Al-Wakalah cenderung ingin
Di Bsi KCP membeli sendiri barang
Medan Juanda yang dibutuhkannya

daripada mewakilinya

ke bank. Selain itu,

ketidakmungkinan

bank menyediakan

seluruh barang yang

dibutuhkan nasabah.

5 | Fitria Andriani Kualitatif | Musyarakah Persamaan:
(2019) Mutanagishah muncul Meneliti
Implementasi sebagai alternatif tentang PKR
Akad Murabahah pembiayaan perumahan | dan Akad
dan Musyarakah yang merupakan paket | yang diteliti
Mutanagishah lengkap Akad
dalam menguntungkan bagi Murabahah
Pembiayaan nasabah dan juga bank
Pemilikan syariah, khususnya Perbedaan:
Rumah pada Bank Muamalat Lokasi
Perbankan Indonesia. Dengan penelitian
Syariah (Studi implementasi yang Bank
Kasus Pada Bank sesuai-dengan fatwa Muamalat
Muamalat DSN MUI nomor 73 dan Bank
Indonesia) tahun 2008, akad MMQ | Aceh Syariah

ini diharapkan dapat
mempermudah
masyarakat dalam hal
kepemilikan rumah.
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Persamaan

No | Nama & Judul | Metode Hasil Penelitian dan
Perbedaan
6 | Hidayatullah Kualitatif | Pada akad musyarakah | Persamaan:
Jamani (2020) mutanaqishah ini Meneliti
Implementasi nasabah tetap akan tentang PKR
Konversi Akad melakukan pelunasan dan Akad
Murabahah utangnya tetapi margin | yang mau
kepada Akad keuntungan yang diteliti Akad
Musyarakah diambil.oleh bank lebih | Murabahah
Mutanagishah kecil ketika
Pada menggunakan akad Perbedaan:
Pembiayaan murabahah dan Lokasi
Kepemilikan pembiayaan PKR penelitian
Rumah (PKR) di menggunakan akad Bank
Bank Muamalat musyarakah Muamalat
Cabang Banda mutanaqishah. Indonesia
Aceh Penerapan konversi dan Bank
akad murabahah Aceh Syariah
kepada akad
musyarakah
mutanaqishah pada
Pembiayaan
Kepemilikan Rumah
(PKR) di Bank
Muamalat Indonesia
Cabang Banda Aceh
telah sesuai dengan
fatwa yang mengatur
perihal konversi akad
ini, akan tetapi pihak
bank lebih
menggunakan pada
Peraturan Bank
Indonesia (PBI)
mengenai
restrukturisasi
pembiayaan bagi bank
syariah dan unit usaha
syariah
7 | Melisa Ananda Kualitatif | Pelaksanaan kedua Persamaan:
Putri Ritonga akad diawali dengan Meneliti
(2024) Analisis permohonan finansial tentang PKR
Perbandingan dengan persyaratan dan Akad
Pembiayaan administrasi yang yang mau
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Persamaan

akad tersebut terletak
pada ciri-ciri, definisi
margin, hubungan bank
dengan nasabah, nilai
objek dan kepemilikan
rumah. Dalam
pelaksanaannya dapat
dilakukan dengan
mempertimbangkan
kelebihan dan
kekurangan akad
tersebut.

No | Nama & Judul | Metode Hasil Penelitian dan
Perbedaan
PKR sama. Perbandingan diteliti Akad
Menggunakan akad dapat dilihat pada | Murabahah
Akad Murabahah hal serupa, yaitu.
Dengan Akad persyaratan Perbedaan:
Musyarakah administrasi, Lokasi
Mutanagisah Di pembiayaan angsuran, | penelitian
Bank Syariah sistem pelunasan Bank Bank
Indonesia KC. dipercepat dan akibat Syariah
Medan Aksara hukum bagi nasabah Indonesia
wanprestasi. Perbedaan | dan Bank

Aceh Syariah

Sumber: Data diolah (2024)
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2.7 Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir merupakan hal terpenting k arena untuk
memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Berikut

merupakan kerangka berpikir :

PT. Bank Aceh Syariah

7

Program Pembiayaan PKR Syariah

Iy

Penerapan Akad Murabahah

02

Analisis SWOT

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

Adanya kerangka berpikir maka peneliti lebih mudah
memahami hal-hal yang akan dibahas dan dikaji juga akan
menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah dirumuskan
sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini dapat ditentukan titik

beneran dari penelitian atas permasalahan yang timbul.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan
menggunakan metode deskriptif analitis. Peneliti melakukan analisis
SWOT akad Murabahah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah
(PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng.
Metode - penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dan peneliti adalah
sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara
triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan
hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada
generalisasi (Hasan et al., 2022).

Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang
ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada,
yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau (Zami et al., 2022).
Metode ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk
memberikan gambaran terhadap objek yang sedang diteliti
berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, dengan
memiliki unsur fakta yang terdapat di lapangan atau sesuai dengan
di lapangan adapun hasilnya akan di olah serta dianalisis untuk di
tarik sebuah kesimpulan (Fadli, 2021).
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3.2 Lokasi Penelitian
Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat
penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya
lokasi penelitian berarti objek dan tujuannya sudah ditetapkan
sehingga mempermudahkan penulis dalam melakukan penelitian
(Kaharuddin, 2021). Penelitian akan dilaksanakan di PT. Bank Aceh
Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng yang beralamat Jalan.
Teuku. Iskandar, Desa llie, Kelurahan Lamglumpang, Kecamatan
Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.
3.3 Jenis dan Sumber Data
Teknik penentuan sampel pada penelitian kali ini yaitu
menggunakan purposive sampling. Pengambilan sampel pada
metode ini menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu,
pertimbangan ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu
tentang apa yang kita harapkan. Tujuan menggunakan metode
purposive sampling ini juga untuk mempermudah peneliti dalam
melakukan wawancara dengan responden, karena responden yang
dituju sudah jelas. Adapun responden dalam penelitian ini, yaitu:
1. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee
Kareng
Pemilihan responden pimpinan perusahaan atau pihak yang
berwenang dikarenakan mereka merupakan pihak yang mengetahui
mengenai kebijakan dan mekanisme lembaga. Selain itu menjadi

penanggung jawab pada lembaga yang di pimpinnya dalam proses
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pelaksanaan setiap transaksi yang dilakukan bank tersebut, salah
satunya pembiayaan.
2. Account Officer PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu

Ulee Kareng

Account Officer (AO) adalah pegawai atau karyawan bank
yang berada pada bagian perpembiayaanan, yang memiliki tugas dan
kewajiban secara umum adalah mengelola pembiayaan nasabahnya.
Account Officer bertugas mencari nasabah yang layak, sesuai dengan
kriteria peraturan bank menilai mengevaluasi, menganalisa dan
mengusulkan besar pembiayaan yang diberikan.

Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar
3 responden yang dianggap cukup untuk melakukan penelitian ini,
responden tersebut yaitu 1 orang pimpinan atau pihak yang
berwenang dan 2 orang Account Officer.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data (Fadli, 2021). Teknik pengumpulan data yang
akan peneliti gunakan yaitu:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya
jawab langsung antara (petugas) peneliti dengan responden
(Hanadya et al., 2022). Wawancara adalah pertemuan dua orang
untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga

dapat disusun makna dalam suatu topik tertentu (Lubis et al., 2021).
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Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang
terstruktur dengan metode quota sampling. Wawancara terstruktur
yaitu sebuah teknik wawancara yang berpedoman pada daftar
pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti (Fransisca & Wijoyo,
2020).
2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pemberitahuan kejadian yang
sudah berlalu. (Efendi & Dewanti, 2023). Dokumentasi bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik
pengumpulan data (Waldiyanti et al., 2023). Untuk penelitian ini
peneliti menggunakan dokumentasi gambar yaitu foto, brosur,
rekaman dan literatur review yang berkaitan dengan tema yang
diangkat. Sebagai pendukung data primer yang peneliti butuhkan
selama dalam penelitian
3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT, yaitu alat
untuk mengidentifikasi berbagal faktor desain sistem. Pendekatan
analisis ini didasarkan pada logika menggunakan kekuatan dan
peluang sekaligus mengurangi berbagai kelemahan dan ancaman.
Berikut indikator analisis SWOT (Fatimah, 2020), yaitu:
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Tabel 3.1

Analisis SWOT
Strategi SW: Strategi SO: Strategi ST:
Menggunakan Menggunakan Menggunakan
semua kekuatan semua kekuatan semua kekuatan
Strengths (S) yang dimilik_i (S) yang dimiliki | (S) unt_uk _
untuk mengatasi untuk menghindari
semua kelemahan | memanfaatkan semua ancaman
(W) yang ada peluang (O) yang | (T) yang ada
ada
Strategi WS: Strategi WO: Strategi WT:
Mengatasi semua Mengatasi semua | Mengatasi semua
kelemahan (W) kelemahan (W) kelemahan (W)
Weaknesses | dengan dengan untuk
menggunakan memanfaatkan menghindari
semua kekuatan peluang (O) yang | semua ancaman
(S) yang ada ada (T) yang ada
Opportunities | Strategi OS: Strategi OW: Strategi OT:
Memanfaatkan Memanfaatkan Memanfaatkan
peluang (O) yang peluang (O) peluang (O) yang
dimiliki dengan dengan mengatasi | dimiliki untuk
menggunakan semua kelemahan ‘| menghindari
semua kekuatan (W) yang ada semua ancaman
(S) yang ada (T) yang ada
Threats Strategi TS: Strategi TW: Strategi TO:
Menghindari Menghindari Menghindari
semua ancaman semua ancaman semua ancaman
(T) dengan (T) dengan (T) dengan
menggunakan menekan semua memanfaatkan
semua kekuatan kelemahan (W) peluang (O) yang
(S) yang ada yang ada ada

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara
sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini dapat
didasarkan pada logika yang bisa memaksimalkan kekuatan
(Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan
pula dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman
(Threats). Analisis dengan SWOT mengidentifikasi pada dasar
evaluasi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal berikut:
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1. Faktor Internal

a.

Kekuatan (Strengths), yaitu kekuatan apa yang dimiliki
oleh Bank Aceh Syarian Kantor Cabang Pembantu Ulee
Kareng. Dengan mengetahui kekuatan yang dimiliki,
maka Bank Aceh dapat dikembangkan menjadi lebih
tangguh dan -mampu bertahan dalam pasar dan mampu
bersaing dengan perbankan lainnya.

Kelemahan (Weaknesses), yaitu segala faktor yang tidak
menguntungkan dan menjadi kelemahan pada Bank

Aceh Syariah.

2. Faktor Eksternal

a.

b.

Peluang (Opportunities), yaitu semua peluang yang ada
sebagai kebijakan pemerintah, peraturan yang berlaku
atau kondisi perekonomian global yang dianggap
memberi peluang bagi Bank Aceh Syariah untuk tumbuh
dan maju di masa yang akan datang.

Ancaman (Threats), yaitu semua hal yang menimbulkan

kerugian bagi Bank Aceh Syariah.

Analisis SWOT merupakan analisis yang berdasarkan pada

Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats yaitu Kekeuatan,

Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Dengan analisis SWOT akan

membantu dalam kesimpuan akir penelitian. Analisis SWOT

menggunakan matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan matriks

Eksternal Factor Evaluation (EFE), dimana IFE meliputi kekuatan

dan kelemahan sedangkan EFE meliputi peluang dan ancaman.
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Analisis dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara,

dokumentasi dan studi kepustakaan. Dengan tahapan seperti berikut

1. Melakukan wawancara dengan karyawan Bank Aceh
Syariah untuk memperoleh indikator SWOT.

2. Mengelompokkan data yang telah di dapat untuk diproses.
Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara
dikelompokkan kedalam masing-masing faktor internal
(kekuatankelemahan) maupun faktor eksternal (peluang-
ancaman) untuk mengetahui indikator apa saja yang dimiliki
oleh masingmasing faktor tersebut.

3. Membuat form pemberian nilai bobot dan rating oleh
karyawan dan nasabah PKR. Setelah mengelompokkan data
hasil wawancara dan memperoleh indicator SWOT, penulis
membuat form pengisisan bobot dan rating yang diisikan
oleh nasabah. Untuk penilaian bobot diberikan parameter
penilaian dari 1 sampai 5, dimana :

Angka 1 = sangat kurang

Angka 2 = kurang

Angka 3 = cukup

Angka 4 = baik

Angka 5 =sangat baik

Semakin besar bobot yang diberikan maka semakin tinggi
nilainya. Begitu pila sebaliknya, semakin rendah bobot yang

diberikan maka semakin rendah pula nilainya. Sedangkan
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untuk rating ditentukan nilai 1 sampai 5, di mana : Untuk
indikator kekuatan diberi nilai 1 sampai 5 (sangat baik)
dengan membandingkannya dengan rata-rata pesaing utama
(bank lain). Untuk indikator kelemahan jika kelemahan bank
besar sekali dibandingkan dengan bank pesaing yang lain,
maka nilainya adalah 1. Sedangkan jika kelemahan bank
dibawah rata-rata bank lain nilainya adalah 5. Pada indikator
peluang, jika peluangnya semakin besar diberi rating 5,
sedangkan jika peluangnya kecil diberi rating 1. Sedangkan
untuk pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya,
jika nilai ancamannya sangat besar ratingnya adalah 1,
sedangkan jika ancamannya sedikit maka ratingnya adalah 5.
. Analisis SWOT, data jawaban responden terhadap faktor
internal dan faktor eksternal = menggunaan langkah
perhitungan matriks IFAS/EFAS sebagai berikut :
a. Menghitung bobot rata-rata, diperoleh dari jumlah total
bobot responden perindikator yang kemudian dibagi
dengan jumlah responden.

Bobot rata — rata indikator =

Jumlah total jawaban responden
Jumlah responden

b. Menghitung total IFE/EFA, diperoleh dari jumlah total

bobot rata-rata indikator kekuatan dan indikator
kelemahan.

Total IFE/EFA = X indikator 1 +

X indikator 2 + ...



c. Menghitung bobot relatif, diperoleh dari pembagian total
bobot rata-rata perindikator dibagikan dengan total IFE.

Bobot Rata—Rata Perindikator
Total IFE/EFA

Bobot Relatif =

d. Menghitung rating, rating diperoleh dengan mencari nilai
rata-rata rating dari jawaban keempat respoonden.

Rating rata — rata indikator =

Jumlah total jawaban responden

Jumlah responden

5. Dari perhitungan tersebut diperoleh matriks IFAS/EFAS.
Berdasarkan tabel IFAS dan EFAS tersebut, dapat diketahui
nilai untuk masing-masing faktor tersebut. Nilai total skor
untuk masing-masing faktor dapat dirinci, Strengths : ...
Weaknesses : ... Opportunities: ... dan Threats: .... Sehingga
dapat diketahui selisih nilai antara faktor internal dan faktor
eksternal tersebut.

6. Matriks. SWOT. Berdasarkan hasil dari matriks IFAS dan
EFAS tersebut, dan hasil yang digambarkan oleh diagram
diatas, dapat diketahui posisi berada pada kuadran ke berapa.
Untuk mengetahui matriks SWOT ada pada kuadran berapa
dapat diketahui dari pengurangan faktor IFAS, dimana
jumlah total skor indikator kekuatan dikurangi total skor
indikator kelemahan. Begitu juga dengan faktor EFAS
diperoleh dari pengurangan jumlah total skor indikator
peluang dikurangi jumlah total skor indikator ancaman.

Untuk mengetahui posisi kuadran, diperoleh dari jumlah
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total faktor IFAS ditambah dengan faktor EFAS dengan

ketentuan (Agustian et al., 2020) sebagai berikut :

a. Kuadran I, jika X dan Y bernilai positif dan berada di
posisi atas sebelah kanan. Merupakan situasi yang sangat
menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang
dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang
yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi
ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang
agresif (Growth oriented strategy).

b. Kuadran I, jika X bernilai positif dan Y bernilai negatif,
berada di posisi bawah sebelah kanan. Meskipun
menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih
memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus
diterapkan adalah yang menggunakan kekuatan untuk
memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara
strategi diversifikasi (produk/pasar).

c. Kuadran I, jika X bernilai negatif dan Y bernilai positif,
berada di posisi atas sebelah Kiri. Perusahaan
menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi
dilain pihak, menghadapi beberapa kelemahan internal.
Fokus strategi ini adalah meminimalkan masalah-
masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut
peluang pasar yang baik.

d. Kuadran 1V, Jika X bernilai negatif dan Y bernilai

negatif, berada di posisi bawah sebelah kiri. Merupakan
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situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan
tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan
internal.

AR-RANIRY
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1 Sejarah PT. Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di
Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja
(sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5
tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah
Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di
Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan
Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan
modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah).

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal
2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat
Keputusan No. 12096/BUM/I1 dan Pengesahan Bentuk Hukum dari
Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal
18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV
dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri
atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan
Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13

Tahun 1962 tentang Ketentuanketentuan Pokok Bank Pembangunan
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Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri
sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undangundang
tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963
Pemerintah Daerah Provinsi-Daerah Istimewa Aceh membuat
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum
berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda
tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan
Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi
pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka
pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal
7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh
mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan
Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi
Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik
bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi
terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari
lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank
Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah
beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda),
yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda
No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993

dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh
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Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan
Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah
disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah
menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank
Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi,
berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui
Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan
Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor
31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan
Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan
penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi ~antara Pemerintah
Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di
Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas
ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21
April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan
oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260
HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian
Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp
150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).
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Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal
30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh
ditambah menjadi Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).
Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan
Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di
Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar
kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan
nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9
September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah
disahkan  oleh  Keputusan  Gubernur  Bank  Indonesia
No0.12/61/KEP.GB1/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan
diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19
Oktober 2004 mengenai 1zin Pembukaan Kantor Cabang Syariah
Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan
kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5
November 2004. Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui
hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa)
tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan
perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem
syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut
proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai
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tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya
Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan
Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem
konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan
Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016
tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan
Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum
Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan
Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui
Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional
Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan
kepada masyarakat selambatlambatnya 10 hari dari hari ini.
Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19
September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank
Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani
selurun nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni
mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI1/2009. Proses konversi
Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa
dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial
masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi
salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

daerah yang lebih optimal.
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Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan
No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank
Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat,
1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang
Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh
termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang
Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga
melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.
4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah
1. Visi PT. Bank Aceh Syariah
Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam
Pelayanan di Indonesia”
2. Misi PT. Bank Aceh Syariah
a. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung
agenda pembangunan daerah
b. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis T1 untuk
semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil,
menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
c. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan
stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam
muamalah secara komprehensif (syumul)
d. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham
dan masyarakat Aceh umumnya.
e. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional

perbankan syariah di Aceh.
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4.1.3 Produk & Layanan PT. Bank Aceh Syariah

Ada tiga tugas atau peran utama dunia perbankan dalam
menjalakan operasionalnya, yaitu menghimpun dana, menyalurkan
dana dan memberikan pelayanan jasa. Mencermati perkembangan
produk dan layanan bank yang terus memberikan kemudahan kepada
nasabah dan masyarakat, Bank Aceh Syariahterus melakukan
berbagai inovasi dan pembaharuan demi peningkatan kualitas
produk dan layanan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan
nasabah dalam memanfaatkan berbagai transaksi dan layanan
perbankan. Sampai saat ini produk dan jasa PT. Bank Aceh Syariah
adalah sebagai berikut

1. Penghimpunan Dana

Pada penghimpunan dana terdapat 3 produk yang ditawarkan
oleh Bank Aceh Syariah, yaitu Giro, Deposito dan Tabungan. Untuk
Giro terbagi menjadi dua jenis yaitu Giro Wadiah dan Giro
Mudharabah . Giro Wadiah adalah Sarana penyimpanan dana dalam
bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan
dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad
Dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang
dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media Cheque dan
Bilyet Giro. Sedangkan Giro Mudharabah adalah simpanan dalam
rupiah Pihak Ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
dengan mempergunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya
atau dengan perintah pemindahbukuan (misalnya Bilyet Giro,
Warkat Kliring, dll). Giro Mudharabah terdiri dari: Giro Pemerintah
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Pusat, Giro Pemerintah Daerah, Giro BUMN/BUMD, Giro
Pemerintah Campuran, Giro Perusahaan Umum (Pribumi), Giro
Perusahaan Umum (Non Pribumi), Giro Yayasan/Badan Sosial/
Koperasi, Giro Perorangan (Pribumi), Giro Perorangan (Non
Pribumi), Giro Antar Bank, Giro Lainnya.

Produk selanjutnya dalam ~menghimpun dana adalah
Deposito, pada Bank Aceh Syariah Deposito ditawarkan dengan
menggunakan - prinsip Mudharabah yang merupakan Investasi
berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank
Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah
dengan akad Mudharabah Muthalagah, yaitu akad antara pihak
pemilik dana (Shahibul Maal) dengan pengelola dana (Mudharib).
Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh
keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

Produk penghimpunan dana yang terakir adalah Tabungan,
pada tabungan terbagi menjadi beberapa jenis yang ditawarkan
seperti :

a. Tabungan SIMPEDA B, merupakan tabungan dengan

Akad mudharabah, dengan sistem bagi hasil yang
kompetitif (nisbah bagi hasil progresif).

b. Tabungan Aneka Guna (TAG) iB merupakan tabungan
dengan akad mudharabah, sistem bagi hasil rata-rata
harian yang kompetitif.

c. Tabungan Seulanga iB merupakan tabungan yang

memiliki keunggulan dengan nisbah Progressive dimana,
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semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah
yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah
harian).

. Tabungan Firdaus pada Bank Aceh Syariah
diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan
prinsip mudharabah (bagi  hasil) dimana dana yang
diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh
Bank (mudharib) dengan imbalan bagi hasi bagi nasabah
(shahibul maal).

. Tabungan firdaus menggunakan akad mudharabah

muthlagah yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh
untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang
memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan
waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah.

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank
Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk
memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang
dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad
Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni
Nasabah kepada Bank.

. TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan
dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan
secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna
menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.
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h. Tabungan Pensiun merupakan layanan tabungan bagi
Nasabah Pensiun pada PT Bank Aceh Syariah yang
diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para
Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun.

I. Tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah
dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka
edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya
menabung sejak dini.

2. Penyaluran Dana
Penyaluran dana merupakan proses pemutaran kembali dana
yang telah dihimpun oleh bank dari nasabah untuk disalurkan kepada
nasabah yang membutuhkan dana. Adapun pada penghimpunan
dana terdapat beberapa produk yang ditawarkan, seperti Pembiayaan
Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah,
Pembiayaan Qardhul Hasan, Pembiayaan Rahn, dan Pembiayaan
ljarah.
3. Lainnya
Selain tugas menghimpun dan menyalurkan dana yang
dilakukan oleh Bank Aceh Syariah, terdapat pelayanan jasa lainnya
seperti: MEPS (Malaysian Exchange Payment System), Transfer,
Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT, Penerimaan
Pajak, Jaminan Pelaksana, Jaminan Penawaran, Jaminan Uang
Mukad, Referensi Bank, Layanan ATM, Layanan ATM Bersama,
Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan

Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan
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Dana kebajikan, Pengiriman uang ke Luar Negeri (Bank Aceh,
2022).

Pembiayaan kepemilikan rumah (PKR) adalah fasilitas
pembiayaan yang diberikan Bank Aceh kepada nasabah perorangan
untuk pemilik rumah tinggal berupa rumah tapak (landed house)
baru maupun lama untuk dihuni sendiri, dengan agunan rumah
tinggal tersebut dan jumlah maksimum pembiayaan ditetapkan
berdasarkan nilai agunan dan kemampuan pengembalian nasabah.
Kepemilikan Pembiayaan Rumah (PKR) dapat berupa pembiayaan
jangka pendek, menengah, atau panjang guna membiayai pembelian
rumah tinggal, baik baru ataupun bekas dengan prinsip/akad
(murabahah) atau akad lainnya. Berikut adalah jumlah data nasabah
keseluruhan dan jumlah data nasabah Pembiayaan Kepemilikan
Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng
tahun 2020-2023:

Tabel 4.1
Jumlah Nasabah Keseluruhan dan nasabah Pembiayaan
Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng (Periode 2020-2023)

Tahun Jumlah Keselu_ruhan Jumlah !\l_asabah Pembiayaan
Nasabah Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR)
2020 712 48
2021 735 51
2022 763 56
2023 778 58

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah
nasabah Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng yang

mengambil Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) setiap
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tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Di mana pada
tahun 2020 sebanyak 48 nasabah mengambil Pembiayaan
Kepemilikan Rumah (PKR), pada tahun 2021 sebanyak 51 nasabah
mengambil Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR), pada tahun
2022 sebanyak 56 nasabah mengambil Pembiayaan Kepemilikan
Rumah (PKR)dan pada tahun 2023 sebanyak 58 nasabah mengambil
Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR).

4.1.4 Struktur Organsasi

Gambar 4. 1
Struktur Organsasi Bank Aceh Syariah



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan Akad pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah
(PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee
Kareng

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu
teori, metode untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu
kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan
yang terencana dan tersusun sebelumnya. Akad Pembiayaan adalah
kesepakatan atau persetujuan antara Bank dengan nasabah yang
dibuat secara tertulis mengatur hak dan kewajiban para pihak
sebagai akibat adanya pembiayaan setelah seluruh syarat-syarat
yang ditetapkan telah dipenuhi. Pembiayaan Kepemilikan Rumah
(PKR) Syariah adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh
Syariah Unit Usaha Syariah kepada perorangan untuk kebutuhan
pembelian Rumah Tapak.

Partisipan atau narasumber pada penelitian ini terdiri dari Al
yaitu seorang Branch Manager (BM) pada Bank Aceh Syariah
Cabang Pembantu Ulee Kareng yang bertanggung jawab penuh atas
seluruh kegiatan bisnis, melakukan supervisi, koordinasi dan
monitor Kegiatan bisnis. Selanjutnya A2 dan A3 selaku Account
Officer (AO) pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee
Kareng yang bertugas mencatat transaksi, pembayaran dan
pengeluaran, serta memproses faktur. Account Officer jabatan yang
berada di bawah naungan lembaga keuangan seperti bank atau

koperasi khususnya di bidang perpembiayaanan.
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Untuk menggali data pada produk PKR peneliti
menanyakan tentang pengertian dari produk PKR, A1 menjawab:

“PKR adalah jenis pembiayaan rumah yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan Masyarakat yang ingin memiliki rumah, namun
terkendala oleh dana. Maka dari itu bank aceh syariah
mengeluarkan produk PKR tanpa unsur riba, gahrar, dan
maisir. Bank aceh syariah memastikan bahwa semua
transaksi yang dilakukan dengan acara yang adil,
transparansi, dan halal. ”

Selanjutnya pertanyaan tersebut ditanyakan kepada A2
selaku Account Officer peratama di Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng:

“KPR Syariah merupakan produk pembiayaan yang akan
membantu masyarakat untuk memiliki rumah (ready
stock/bekas). Dengan menggunakan akad murabahah
dengan cicilan yang tetap dan jangka waktu yang lama.
Semua transaksi yang dilakukan secara transparansi, adil,
aman dan mudah.”

Kemudian pertanyaan tersebut ditanyakan kepada A3 selaku
Account Officer kedua di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu
Ulee Kareng :

“KPR Syariah merupakan salah satu produk pembiayaan
Bank Aceh Syariah dengan tujuan agar masyarakat dapat
memiliki sebuah rumah dengan cara pembayaran cicilan
tetap, yang dilakukan dengan akad murabahah ”.

Berdasarkan pemaparan di atas, pembiayaan PKR
merupakan produk yang bisa melakukan pembiayaan rumah baik itu

rumah siap huni, pembangunan rumah, renovasi rumah maupun
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perumahan take over dari bank lainnya dengan cara pembayaran
tunai atau diangsur.
Pola (Pattern)
Al: Kebutuhan rumah, produk pembiayaan, tanpa ghara, tanpa
riba, tanpa maisir, transparansi, adil, hahal
A2 : Kebutuhan rumah, produk  pembiayaan, murabahah,
cicilan, tenor, transparansi, adil, aman, mudah
A3 : Kebutuhan rumah, produk pembiayaan, cicilan
Untuk pertanyaan selanjutnya kepada yaitu apa saja
persyaratan dalam pengajuan Pembiayaan Kepemilikan Rumah
(PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng, Al
menjawab:

“Persyaratan pembiayaannya seperti nasabah perorangan
WNI, minimal berusia 21 tahun, tidak termasuk nasabah
dalam daftar bermasalah, minimal usia saat jatuh tempo 60
tahun atau sebelum pensiun. minimal sudah bekerja 1 tahun
untuk pegawai tetap, 2 tahun untuk wiraswasta. Pembiayaan
dicover dengan asuransi jiwa. Fasilitas angsuran secara
autodebet dari rekening, Untuk persyaratan administrasi
pengajuan ada formulir permohonan, ktp, kk, npwp, surat
nikah jika sudah menikah, npwp, slip gaji, surat kerja,
fotocopy mutasi rekening buku Tabungan terbaru dari
tempat kerja, laporan keuangan atau usaha, fotocopy
sertifikat izin mendirikan bangunan dan sertifikat pajak bumi
dan bangunan, dan serifikat hak milik dan sertifikat hak guna
bangunan. ”

Selanjutnya pertanyaan tersebut ditanyakan kepada A2
selaku Account Officer pertama di Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng :
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“Adapun persyaratan pembiayaannya seperti nasabah
perorangan WNI, minimal berusia 21 tahun, minimal saat
jatuh tempo berusia 55 tahun atau sebelum pensiun untuk
wiraswasta, maksimal jatuh temponya di usia 60 tahun untuk
karyawan tetap, minimal sudah bekerja 1 tahun untuk
karyawan tetap, 2 tahun bekerja untuk karyawa swasta,
formulir permohonan, ktp, kk, npwp, surat nikah jika sudah
menikah, npwp, slip gaji, surat kerja, fotocopy mutasi
rekening buku Tabungan terbaru dari tempat kerja, laporan
keuangan atau usaha, fotocopy sertifikat izin mendirikan
bangunan dan sertifikat pajak bumi dan_bangunan, dan
serifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan”

Kemudian pertanyaan tersebut ditanyakan kepada A3 selaku
Account Officer Kedua di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu
Ulee Kareng :

“Persyaratan pembiayaannya seperti nasabah perorangan
WNI, minimal usianya 21 tahun, tidak termasuk nasabah
dalam daftar bermasalah; usia minimal saat jatuh tempo 60
tahun atau sebelum pensiun tapi untuk. minimal sudah
bekerja 1 tahun pegawai tetap, 2 tahun untuk wiraswasta.
Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa.  Fasilitas
angsuran secara autodebet dari, Untuk persyaratan
administrasi pengajuan ada formulir permohonan, ktp, Kk,
npwp, surat nikah jika sudah menikah, npwp, slip gaji, surat
kerja, fotocopy mutasi rekening buku Tabungan terbaru dari
tempat kerja, laporan keuangan atau usaha, fotocopy
sertifikat izin mendirikan bangunan dan sertifikat pajak bumi
dan bangunan, dan serifikat hak milik dan sertifikat hak guna
bangunan. ”

Berdasarkan pemaparan di atas, persyaratan dalam
pengajuan Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Aceh
Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng vyaitu persyaratan

pembiayaannya seperti nasabah perorangan WNI, minimal usianya
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21 tahun, tidak termasuk nasabah dalam daftar bermasalah, usia
minimal saat jatuh tempo 60 tahun atau sebelum pensiun tapi untuk.
minimal sudah bekerja 1 tahun pegawai tetap, 2 tahun untuk
wiraswasta. Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa. Untuk
persyaratan administrasi pengajuan ada formulir permohonan, ktp,
kk, npwp, surat nikah jika sudah menikah, npwp, slip gaji, surat
kerja, fotocopy mutasi rekening buku Tabungan terbaru dari tempat
kerja, laporan keuangan atau usaha, fotocopy sertifikat izin
mendirikan bangunan, pajak bumi dan bangunan, hak milik dan hak
guna bangunan.

Pola (Pattern)

Al: Warga Negara Indonesia (WNI), berusia 21 tahun, identitas
diri, berpenghasilan, asuransi jiwa, adminitrasi pengajuan,
debet rekening, dan dokumen pendukung

A2 : Warga Negara Indonesia (WNI), berusia 21 tahun, identitas
diri, berpenghasilan, asuransi jiwa, adminitrasi pengajuan,
debet rekening, dan dokumen pendukung

A3: Warga Negara Indonesia (WNI), berusia 21 tahun, identitas
diri, berpenghasilan, asuransi jiwa, adminitrasi pengajuan,
debet rekening, dan dokumen pendukung

Untuk pertanyaan selanjutnya kepada yaitu apa saja akad
yang di tawarkan dalam produk pembiayaan PKR oleh Bank Aceh
Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng, A1 menjawab:

“Berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan dua
pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah
mutanagishah (sewa).”
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Selanjutnya pertanyaan tersebut ditanyakan kepada A2
selaku Account Officer pertama di Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng :

“Berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan dua
pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah
mutanagishah  (sewa),  namun pada Pembiayaan
Kepemilikan Rumah (PKR) di bank aceh ulee karang hanya
menggunakan akad murabahah

Kemudian pertanyaan tersebut ditanyakan kepada A3 selaku
Account Officer kedua di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu
Ulee Kareng :

“Pada PKR menggunakan dua pilihan yaitu akad
murabahah atau mengunakan musyarakah mutanagishah,
namun pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) di
bank aceh ulee karang hanya menggunakan akad
murabahah

Berdasarkan pemaparan di atas, akad yang di tawarkan
dalam produk pembiayaan PKR oleh Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng yaitu akad murabahah (jual-beli).

Pola (Pattern)

Al: Akad murabahah (jual-belt)
A2 : Akad murabahah (jual-beli)
A3 : Akad murabahah (jual-beli)

Akad murabahah adalah akad jual beli antara Bank dengan
nasabah, dimana Bank membeli barang yang dibutuhkan dan
menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan
margin yang telah disepakati. Berikut ini dipaparkan hasil

wawancara penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan
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Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng.

Untuk menggali data peneliti memberikan pertanyaan
bagaimana penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan
Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng, A2 menjawab :

“Proses penerapan akad murabahah pada pembiayaan PKR
yaitu, nasabah mengajukan permohonan PKR kepada bank,
lanjut ketahap verifikasi dimana bank mengevaluasi
kelayakan nasabah dan properti, bank melakukan pembelian
rumah dari penjual, selanjutnya bank menjual rumah kepada
nasabah dengan harga jual yang telah disepakati termasuk
margin keuntungan, dan tahap terakhir nasabah membayar
cicilan sesuai dengan jadwal yang disepakati. ”

Pola (Pattern)
A2 : pengajuan, verifikasi, pembelian, penjualan, pembayaran.
Selanjutnya untuk menggali “data peneliti memberikan
pertanyaan Bagaimana mekanisme - Pembiayaan Kepemilikan
Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng
dengan Menggunakan Akad Murabahah, A2 menjawab :

“Nasabah mengajukan permohonan PKR dengan akad
murabahah ke bank aceh syariah, termasuk dokumen seperti
identitas, bukti pendapatan, dan informasi tentang properti,
selanjutnya bank memeriksa kelayakan nasabah termasuk
kemampuan financial dan Riwayat pembiayaan, bank juga
melakukan penilaian property untuk memastikan nilainya
sesuai dengan harga pembiayaan, lalu bank membeli rumah
dari develover dengan harga yang telah disepakati lanjut
penawaran dan penandatanganan kontrak, bank
menawarkan harga jual kepada nasabah yang mencakup
margin keuntungan, nasabah dan bank menyepakati harga
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jual dan syarat pembayaran, bank menual rumah kepada
nasabah dengan harga yang disepakati, nasabah membayar
harga tersebut dalam bentuk cicilan bulanan sesuai jadwal
yang ditentukan, kemudian bank memantau pembayran dan
memastikan semuanya sesuai dengan akad, setelah seluruh
cicilan dibayar, hak milik rumah sepenuhnya dialhikan
kepada nasabah.”

Pola (Pattern)
A2 : Pengajuan, verifikasi, pembelian properti, penawaran
penandatangan, pembayaran, pelaksanaan, penutupan.
4.22° Kekuatan dan Kelemahan pada Pembiayaan

Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah

Cabang Pembantu Ulee Kareng

Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan oleh
organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang,
dan ancaman. Berikut ini dipaparkan hasil wawancara analisis
SWOT terhadap penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan
Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng. Al adalah seorang Branch Manager (BM)
pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng.

Untuk menggali data peneliti memberikan pertanyaan apa
saja kekuatan produk Akad Murabahah terhadap pembiayaan PKR
pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng, Al
menjawab :

“Pembiayaan PKR pada PT Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng memiliki beberapa kekuatan yang
mendukung dalam  memasarkan  produk-produknya.
Kekuatan tersebut yaitu rasa tentram dan tenang karena
dengan pembiayaan syariah terhindar dari transaksi yang
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ribawi, angsuran tetap sampai dengan lunas, proses
persetujuan pembiayaan mudah dan relatif cepat, uang
muka ringan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15
tahun atau 20 tahun, pembayaran angsuran melalui debet
rekening secara otomatis, harga bersaing, bebas biaya
provisi dan appraisal, bebas biaya administrasi terkhusus
akad murabahah) dan tanpa denda”

Selanjutnya pertanyaan tersebut ditanyakan kepada A2
selaku Account Officer pertama di Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng:

“Pembiayaan PKR ini memiliki kekuatan yaitu dilakukan
dengan proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan
cepat, kualitas pelayanan yang baik, tranparansi, cicilan
tetap sampai dengan lunas, dan menciptakan rasa tentram
dan tenang karena terhindar dari unsur riba”

Kemudian pertanyaan tersebut ditanyakan kepada A3 selaku
Account Officer kedua di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu
Ulee Kareng:

“Kekuatan dari PKR ini. adalah proses persetujuan
pembiayaan yang mudah dan cepat, dilakukan dengan
transparansi, cicilan yang ringan dan tetap,harga bersaing,
pembayaran cicilan ' ~memalui debet rekening secara
otomatis, tanpa denda sehingga menciptakam rasa tentram
dan tenang bagi penggunannya”

Berdasarkan pemaparan di atas, PKR ini memiliki kekuatan
yaitu dilakukan dengan proses persetujuan pembiayaan yang mudah
dan cepat, kualitas pelayanan yang baik, tranparansi, cicilan tetap
sampai dengan lunas, dan menciptakan rasa tentram dan tenang

karena terhindar dari unsur riba
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Pola (Pattern)

Al : Tanpa riba, cicilan tetap, mudah, cepat, masa cicilan lama,
debet rekening, harga bersaing, kualitas pelayanan,
tranparansi

A2 : Mudah, cepat, kualitas pelayanan, transparansi, cicilan
tetap, tanpa riba

A3 : Mudah, cepat, transparansi, cicilan ringan, cicilan debet
rekening, tanpa denda

Untuk menggali data peneliti memberikan pertanyaan apa
saja kelemahan produk Akad Murabahah terhadap pembiayaan PKR
pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng, Al
menjawab :

“Pembiayaan KPR Syariah memiliki beberapa kelemahan
yaitu ketentuan biaya seperti asuransi jiwa, kerugian
notaris, materai dan lain-lain sewaktu- waktu dapat berubah
tanpa pemberitahuan terlebih~ dahulu, kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai pembiayaan PKR, dan
resiko gagal bayar”

Selanjutnya pertanyaan tersebut ditanyakan kepada A2
selaku ‘Account Officer pertama di Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng:

“Kelemahan dari pembiayan PKR ini adalah gagal bayar
akibat phk, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai
propak pembiayaan PKR, dan biaya povisi dan appraisal
yang dikenakan kepada custumer”

Kemudian pertanyaan tersebut ditanyakan kepada A3 selaku
Account Officer kedua di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu
Ulee Kareng :
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“Pembiayaan KPR Syariah memiliki beberapa kelemahan
yaitu ketentuan biaya seperti asuransi jiwa, kerugian
notaris, materai dan lain-lain sewaktu- waktu dapat berubah
tanpa pemberitahuan terlebih  dahulu, kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai pembiayaan PKR, dan
resiko gagal bayar”

Berdasarkan pemaparan. di atas, PKR ini memiliki
kelemahan yaitu ketentuan biaya seperti-asuransi jiwa, kerugian
notaris, materai dan lain-lain sewaktu-waktu dapat berubah tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu, kurangnya pemahaman mengenai
pembiayaan PKR, dan resiko gagal bayar.

Pola (Pattern)

Al : Biaya adminitrasi, kurangnya promosi produk

A2 : Gagal bayar, kurangnya promosi produk, biaya adminitrasi

A3 : Biaya adminitrasi, kurangnya promosi produk, gagal bayar
4.2.3 Peluang dan Ancaman pada Pembiayaan Kepemilikan

Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu

Ulee Kareng

Analisis SWOT _adalah teknik yang digunakan oleh
organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang,
dan ancaman. Berikut ini dipaparkan hasil wawancara analisis
SWOT terhadap penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan
Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng. Al adalah seorang Branch Manager (BM)
pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng.

Untuk menggali data peneliti memberikan pertanyaan apa

saja peluang produk Akad Murabahah terhadap pembiayaan PKR
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pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng, Al
menjawab :

“Pembiayaan KPR Syariah pada PT Bank Aceh Syariah
Cabang Pembantu Ulee Kareng mempunyai beberapa
peluang yang berasal dari lingkungan eksternal bank.
Peluang tersebut vyaitu letak Bank yang strategis,
masyarakat yang mayoritas beragama Islam. PT Bank Aceh
Syariah sangat cocok untuk masyarakat muslim yang ingin
menggunakan pembiayaan KPR  Syariah  dikelola
berdasarkan prinsip syariah. PT Bank Aceh Syariah ini
menggunakan akad Murabahah sehingga bebas dengan
riba. Namun tidak menutup kemungkinan masyarakat non
muslim pun juga dapat menggunakan pembiayaan KPR ini,
karena produk pembiayaan ini juga bisa untuk masyarakat
umum, cicilan yang terjangkau juga, dan kebutuhan yang
semakin meningkat. ”

Selanjutnya pertanyaan tersebut ditanyakan kepada A2
selaku Account Officer pertama di Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng:

“Peluang pembiayaan kepemilikan rumah ini yaitu lokasi
yang stragis dekat dengan lingkungan Masyarakat yang
manyoritasn disini muslim sehingga kebutuhan akan rumah
juga semakin banyak, dengan cicilan yang terjangkau, dan
didukung juga oleh pemerintah.”

Kemudian pertanyaan tersebut ditanyakan kepada A3 selaku
Account Officer kedua di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu
Ulee Kareng:

“Pembiayaan PKR memiliki peluang yang pertama karna
memakai prinsip-prinsip syariah yang terhindar dari riba,
manyoritas penduduk di sini adalah muslim jadi cocok
dengan pembiayaan PKR yang kami tawarkan disertai
dengan cicilan yang terjangkau, dan kebutuhan rumah juga
semakin meningkat. ”
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Berdasarkan pemaparan di atas, PKR ini memiliki peluang
yaitu letak Bank yang strategis, masyarakat yang mayoritas
beragama Islam. PT Bank Aceh Syariah sangat cocok untuk
masyarakat muslim yang ingin menggunakan pembiayaan KPR
Syariah dikelola berdasarkan prinsip syariah. PT Bank Aceh Syariah
ini menggunakan akad Murabahah sehingga bebas dengan riba.

Pola (Pattern)

Al: Lokasi yang strategis, manyoritas muslim, bebas riba,
cicilan terjangkau, pembiayaan menggunakan prinsip
syariah, permintaan yang meningkat

A2 : Lokasi yang strategis, manyoritas muslim, bebas riba,
cicilan terjangkau, pembiayaan menggunakan prinsip
syariah, permintaan yang meningkat

A3 : Prinsip syariah, manyoritas muslim, cicilan terjangkau
Untuk Terakhir, peneliti memberikan pertanyaan apa saja

ancaman produk Akad Murabahah terhadap pembiayaan PKR pada
PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng, Al
menjawab :

“Pembiayaan PKR pada PT Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng memiliki beberapa ancaman yaitu
kondisi perekonomian yang tidak menentu dan jumlah
pesaing yang semakin banyak.

Selanjutnya pertanyaan tersebut ditanyakan kepada A2
selaku Account Officer pertama di Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng:

“Pembiayaan PKR ini memiliki kekuatan yaitu dilakukan
dengan proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan
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cepat, kualitas pelayanan yang baik, tranparansi, cicilan
tetap sampai dengan lunas, dan menciptakan rasa tentram
dan tenang karena terhindar dari unsur riba”

Kemudian pertanyaan tersebut ditanyakan kepada A3 selaku

Account Officer kedua di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu

Ulee Kareng:

“Kekuatan —dari PKR ini adalah proses persetujuan
pembiayaan yang mudah dan cepat, dilakukan dengan
transparansi, cicilan yang ringan dan tetap,harga bersaing,
pembayaran cicilan memalui debet rekening secara
otomatis, tanpa denda sehingga menciptakam rasa tentram
dan tenang bagi penggunannya’

Berdasarkan pemaparan di atas, PKR ini memiliki kekuatan

yaitu dilakukan dengan proses persetujuan pembiayaan yang mudah

dan cepat, kualitas pelayanan yang baik, tranparansi, cicilan tetap

sampai dengan lunas, dan_menciptakan rasa tentram dan tenang

karena terhindar dari unsur riba
Pola (Pattern)

Al:

A2:

A3:

Tanpa riba, cicilan tetap, mudah, cepat, masa cicilan lama,
debet rekening, harga bersaing, kualitas pelayanan,
tranparansi

Mudah, cepat, kualitas pelayanan, transparansi, cicilan
tetap, tanpa riba

Mudah, cepat, transparansi, cicilan ringan, cicilan debet

rekening, tanpa denda
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4.2.4 Pola (Pattern) dan Pie Chart Analisis terhadap Penerapan
Akad Murabahah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah
(PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee
Kareng

Berikut ini Tabel Pola (Pattern) penerapan akad murabahah
pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah

Cabang Pembantu Ulee Kareng :

Tabel 4. 2
Pola (Pattern) Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan
PKR di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng

No Pola (Pattern) Jumlah Persgntas
1 | Warga Negara Indonesia (WNI) 3 4,6%
2 Produk pembiayaan 3 4,6%
3 Kebutuhan rumah 3 4,6%
4 Identitas diri 3 4,6%
5 Dokumen pendukung 3 4,6%
6 Debet rekening 3 4,6%
I Berusia 21 tahun 3 4,6%
8 Berpenghasilan 3 4,6%
9 | Asuransi jiwa 3 4,6%
10 | Akad murabahah (jual-beli) 3 4,6%
11 | Pengajuan 3 4,6%
12 | Pembelian g 4,6%
13 | Pembayaran 3 4,6%
14 | Penjualan 3 4,6%
15 | Mudah 3 4,6%
16 | Verifikasi 2 3,1%
17 | Transparansi 2 3,1%
18 | Halal 2 3,1%
19 | Cicilan 2 3,1%
20 | Adil 2 3,1%
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No Pola (Pattern) Jumlah Persgntas
21 | Tenor 2 3,1%
22 | Tanpariba 1 1,5%
23 | Tanpa maisir 1 1,5%
24 | Tanpa ghara 1 1,5%
25 | Penutupan 1 1,5%
26 | Penawaran 1 1,5%
27 | Penandatangan 1 1,5%
28 | Pelaksanaan 1 1,5%
29 | Aman 1 1,5%
Total 65 100%

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas maka dapat disimpukan
terdapat 29 kata yang disebutkan sebanyak 65 kali dan kata yang
paling banyak disebutkan terdapat 15 kata yang disebutkan sebanyak
45 kali. Berikut ini Pie Chart penerapan akad murabahah pada
Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah
Cabang Pembantu Ulee Kareng :

Gambar 4.2
Pie Chart Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan PKR
di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng

Berikut ini Tabel Pola (Pattern) analisis SWOT pada
Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) di-Bank Aceh Syariah
Cabang Pembantu Ulee Kareng :
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Penerapan Akad Murabahah

Mudah WNI
7% 6%

Penjualan
%

Akad murabahah
(jual-beli)

7% Asuransi

Tabel 4. 3
Pola (Pattern) Analisis SWOT pada Pembiayaan Kepemilikan
Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee

Kareng
No Pola (Pattern) Jumlah Perssntas
1 | Cepat 6 9,2%
2 | Mudah 6 9,2%
3 | Tanpariba 6 9,2%
4 Transparansi 6 9,2%
5 | Cicilan tetap 4 6,2%
6 | Kualitas pelayanan 4 6,2%
7 | Biaya adminitrasi 3 4,6%
8 Cicilan terjangkau 3 4,6%
9 Kurangnya promosi produk 3 4,6%
10 | Manyoritas muslim 3 4,6%
11 | Cicilan debet rekening 2 3,1%
12 | Cicilan ringan 2 3,1%
13 | Debet rekening 2 3,1%
14 Eﬁgit:ﬁyaan menggunakan prinsip 5 3.1%
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No Pola (Pattern) Jumlah Persgntas
15 | Gagal bayar 2 3,1%
16 | Harga bersaing 2 3,1%
17 | Lokasi yang strategis 2 3,1%
18 | Masa cicilan lama 2 3,1%
19 | Permintaan yang meningkat 2 3,1%
20 | Tanpa denda 2 3,1%
21 | Prinsip syariah 1 1,5%
Total 65 100%

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas maka disimpukan terdapat 21
kata yang disebutkan sebanyak 65 kali dan kata yang paling banyak
disebutkan terdapat 10 kata yang disebutkan sebanyak 44 Kkali.
Berikut ini Pie Chart analisis SWOT pada Pembiayaan Kepemilikan
Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee

Kareng:

Analisis SWOT

Cicilan

rjar u
X7 - ROA
Biaya adminitrasi
7%
Kualitas pelayanan
9%

Cicilan tetap
9%

Transparansi
14%
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Gambar 4. 3
Pie Chart Analisis SWOT pada Pembiayaan Kepemilikan
Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee
Kareng

Berdasarkan data yang langsung diperoleh dari narasumber
primer dengan mengunakan wawancara. Dari rangkaian wawancara
tersebut diperoleh indikator SWOT yang akan dijadikan indikator
analisis SWOT produk PKR Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu
Ulee Kareng. Dimana indikator yang digunakan dalam analisis
SWOT ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan dan telah
dikonfirmasikan dengan petugas pembiayaan PKR (AO) di Bank
Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng
4.2.5 Analisis SWOT pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah

(PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee
Kareng
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh beberapa indikator
dalam faktor internal baik kekuatan maupun kelemahan :
1. Kekuatan
a. Harga murah dengan jangka waktu lebih lama, produk
PKR Bank Aceh Syariah merupakan produk pembiayaan
untuk perumahan yang diberikan oleh bank kepada
nasabah dengan kesepakatan tertentu. Harga yang
ditawarkan oleh Bank Aceh Terhadap produk PKR ini
terbilang lebih murah dan jangka waktu yang diberikan

kebada nasabah untuk mencicilnya bisa lebih lama yaitu
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sampai 20 tahun. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh fajri (2020).

Harga murah adalah pengurangan langsung dari

harga barang pada pembelian selama suatu priode waktu
yang lama (Kotler, 2015). Harga murah merupakan nilai
uang Yyang seseorang butuhkan untuk memperoleh
sejumlah produk dan pelayanan, yang biasanya memicuk
jumlah produk yang diminta akan tinggi (Harini, 2008).
. Berkerjasama dengan banyak developer, sejak
dilucurkannya produk PKR Bank Aceh Syariah telah
banyak terealisasi. Hal tersebut dapat dilihat pada
permintaan nasabah yang mengajukan pembiayaan sudah
banyak nasabah dan bank telah bekerjasama dengan
banyak developer dengan status aktif. . Hal ini sesuai
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh fajri (2020)
dan siregar (2022).
. Angsuran kecil, produk PKR yang dibayarkan oleh
nasabah kepada pihak bank dapat dikatakan kecil dan
ringan, karena perbulannya nasabah bisa mencicil uang
tersebut. . Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh fajri (2020) dan siregar (2022).

Cicilan adalah pembayaran yang dilakukan secara
bertahap untuk barang atau jasa yang dibeli dengan cara
pembiayaan. Dalam akuntasi penjualan cicilan

menciptakan piutang yang diakui pada saat transaksi
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terjadi dan laba kotor ditangguhkan hingga pembayaran
diterima (Ngurawan, 2021).

. Bisa membiayai banyak kalangan nasabah produk
Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Aceh
Syariah ini bisa diberikan untuk banyak kalangan
nasabah, karena tujuan dari_produk ini sendiri salah
satunya adalah memberikan kemudahan bagi nasabah
dalam memiliki rumah. . Hal ini sesuai dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh fajri (2020) dan hiya
(2022).

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang
diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain,
pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan (Ulpah,
2020)

Pengajuan pembiayaan yang mudah, pengajuan
pembiayaannya dapat dilakukan diseluruh Cabang Bank
Aceh Syariah sehingga bagi calon nasabah yang tinggal
diluar daerah Banda Aceh maupun Aceh besar yang ingin
memiliki rumah di Banda Aceh ataupun Aceh Besar
maka akad pembiayaan dapat dilakukan di Kantor
Cabang Bank Aceh Syariah di daerah tempat calon

nasabah berdomisili. . Hal ini sesuai dengan hasil
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penelitian yang dilakukan oleh hiya (2022) dan siregar
(2022)
2. Kelemahan

a. Kurangnya Promosi Produk, promosi produk PKR masih
jarang dilakukan -oleh pihak Bank Aceh Syariah,
sehingga menjadikan kurangnya pengetahuan nasabah
akan produk PKR sendiri. Sehingga masih terdapat
nasabah yang mengambil pembiayaan PKR baru
mengetahui bahwa produk PKR itu diberikan oleh Bank
Aceh Syariah setelah ditunjuk oleh developer untuk
melakukan akad pada Bank Aceh Syariah. . Hal ini sesuai
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh fajri (2020).

Promosi adalah suatu unsur yang digunakan untuk
memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk
atau jasa yang baru dari Perusahaan melalui iklan,
penjualan pribadi, promosi penjualan maupun publikasi.
Promosi merupakan komponen yang digunakan dalam
pemerasan untuk mengelkan dan menginformasikan
pasar bisa mengetahui dan terpengaruh untuk membeli
suatu produk tersebut (Kotler dan Armstrong, 2012)

b. Proses pencairan pembiayaan lebih lama, karena setelah
nasabah mengajukan pembiayaan dan melengkapi semua
berkas dan persyaratan yang diminta oleh bank, berkas
tersebut akan di cek kembali untuk menghindari

terjadinya maisir, gharar dan riba. . Hal ini sesuai dengan
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hasil penelitian yang dilakukan oleh fajri (2020) dan
sandrina (2023).

Pencairan dana adalah proses penyaluran atau
pengeluaran uang dari anggaran yang telah disetujui
untuk keperluan tertentu. Dalam konteks pemerintahan,
pencairan dana biasanya mengikuti prosedur yang ketat,
termasuk pengajuan dokumen seperti seperti Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) oleh bendahara kepada
pengguna anggaran, yang kemudian diverifikasi dan
diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebelum
dana dicairkan melalui Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) oleh Badan Urusan Keuangan (Sumarni, 2016)

Berdasarkan hasil ‘wawancara juga diperoleh beberapa
indikator dalam faktor eksternal baik peluang maupun ancaman.
1. Peluang
a. Banyaknya permintaan terhadap produk PKR, hal
tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya
pembangunan rumah PKR yang dilakukan oleh
developer dan meningkatnya permintaan pasar akan
produk PKR. Hal ini tentunya memberi peluang bagi
Bank Aceh Syariah untuk bersaing dalam pemasaran
produk PKR untuk menarik nasabah beralih ke Bank
Aceh Syariah. . Hal ini sesuai dengan hasil penelitian

yang dilakukan oleh siregar (2022).
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Permintaan adalah Tingkat keinginan pelanggan

untuk membeli sebuah produk atau jasa yang diberikan
olen penjual. Biasanya, tinggi permintaan bakalan
mempengaruhi harga produk, sebaliknya rendahnya
permintaan juga bakal membuat harga produk semakin
rendah (Nugraha, 2019).
. Pembiayaan menggunakan prinsip syariah, kegitan
operasional Bank Aceh Syariah telah dilakukan dengan
menerapkan prinsip syariah, baik dalam menghimpun
dana, menyalurkan dana maupun memberikan jasa
pelayanan lainnya. Dengan menerapkan prinsip syariah
Bank Aceh diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi
nasabahnya dalam mengambil pembiayaan PKR, karena
nasabah tidak perlu khawatir akan unsur riba. . Hal ini
sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh marlia
(2023).

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada
ketentuan yang berada di dalam Al-Quran dan Hadits.
Dengan demikian perbankan syariah harus dapat
menghindari kegiatan yang mengandung unsur riba dan
segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam
(Sundariani, 2023).

Masyarakat mayoritas muslim, hal ini menjadi suatu

peluang besar bagi Bank Aceh Syariah untuk menguasai
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pasar karena Bank Aceh Syariah sendiri merupakan salah
satu lembaga keuangan di Aceh yang operasionalnya
sesuai dengan ketentuan syariah. . Hal ini sesuai dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh fajri (2020).
2. Ancaman

a. Kurangnya - pengetahuan- . masyarakat ~Minimnya
pengetahuan masyarakat tentu menjadi ancaman
karenakan pemahaman dasar bahwa Bank Aceh Syariah
Khususnya produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah
(PKR) dijalankan berdasarkan prinsip syariah, sehingga
sebagian masyarakat mengira bahwa Bank Aceh Syariah
hanya diperuntukkan bagi masyarakat muslim saja. Hal
ini tantu saja menjadi tantangan bagi pihak Bank Aceh
Syariah agar dapat memberikan pemahaman dan
mengajak masyarakat non muslim agar tertarik
mengajukan pembiayaan di Bank Aceh Syariah. . Hal ini
sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh fajri
(2020) dan hiya (2022).

Pengetahuan nasabah = mencakup pemahaman
insormasi yang dimiliki oleh nasabah mengenai produk
dan layanan keuangan, termasuk cara penggunaan dan
manfaatnya. Indikator pengetahuan nasabah meliputi
kemampuan untuk tahu, memahami, menerapkan,
menganalisis, mensintesis, dan mengevakuasi informasi

yang relevan. Pengetahuan ini berpengaruh signifikan
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terhadap minat pengguna dalam layanan seperti internet
banking, Dimana semakin tinggi pengetahuan nasabah,
semakin besar minat merekan untuk menggunakan
layanan tersebut (Bulkia, 2019)

b. Brand image, Bank-bank lain yang telah lebih dulu
menguasai pasar tentu menjadi ancaman besar dalam
memasarkan produk PKR, karena bank yang telah lebih
dulu menguasai pasar tentunya telah memiliki brand
image yang baik dimata masyarakat. . Hal ini sesuai
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh fajri (2020).

Brand image merupakan prepsi Masyarakat terhadap
Perusahaan atau produknya. Brand image yang baik
tentang produk akan menguntungkan Perusahaan, karena
konsumen secara tidak sadar akan merekomendasikan
produk kepada orang lain, sebaliknya brand image yang
buruk tentang produk akan membuat konsumen
menyebarkan informasi buruk tersebut kepada orang lain
(Rita, 2018).

Selanjutnya Tabel IFAS dan EFAS yang diperoleh dari
analisis kuantitatif indikator  SWOT yang dilakukan dengan
wawancara kepada nasabah, analisis SWOT dalam penelitian ini
merujuk pada model Rangkuti. Perhitungan matriks IFAS kekuatan
dan kelemahan produk PKR Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu
Ulee Kareng dapat dilihat pada Tabel berikut :
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Tabel 4. 4
Matriks IFAS Kekuatan

. . Bobot Skor
No Indikator Responden | Rating Relatif | (Bobot x Rating)
Harga murah dan Al 3
jangka waktu lebih A2 4
1 lama A3 7 0,20 0,74
Total Rata-rata 3,7
Berkerjasama Al 3
dengan banyak A2 4
2 developer A3 3 0.18 0,59
Total Rata-rata g%
Al 3
Angsuran kecil A2 4
3 A3 7 0,20 0,74
Total Rata-rata 3,7
Bisa membiayai Al 3
banyak kalangan A2 4
& nasabah A3 4 Ay Uity
Total Rata-rata 3,7
Pengajuan Al 4
pembiayaan yang A2 4
5 mudah A3 4 .22 0.88
Total Rata-rata 4,0
Jumlah 18,4 1,0 3,69
Tabel 4.5
Matriks IFAS Kelemahan
Bobot spor
No Indikator Responden | Rating Relatif (Bobot x
Rating)
Al 4
Kurangpya D 2
1 | promosi produk A3 7 0,52 2,08
Total Rata-rata 4,0
Proses Al 4
pencairan A2 4
2 | pembiayaan 0,48 1,75
lebih lama A3 3
Total Rata-rata 3,7
Jumlah 7,7 1,0 3,85

Berdasarkan Tabel 4.4 Matriks IFAS Kekuatan dan Tabel 4.5
Matriks IFAS Kelemahan tersebut, dapat diketahui bahwa total rata-
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rata diketahui dari jumlah rating per indikator dibagi dengan jumlah
responden, nilai bobot relatif diketahui dari total rata-rata per
indikator dibagi dengan jumlah rata-rata keseluruhan per indikator,
dan nilai skor diketahui dari nilai rata-rata per indikator dikali
dengan nilai rating per indikator. Maka dapat diketahui tabel IFAS
sebagai berikut:

Tabel 4. 6

Matriks IFAS Produk PKR Bank Aceh Syariah
Cabang Pembantu Ulee Kareng

No | Faktor Internal | Bobot | Rating | Total
Kekuatan
1 | Harga murah dan jangka waktu 0,13 3 0,39
lebih lama
5 Berkerjasama dengan banyak 013 3 0,39
developer
3 | Angsuran kecil 0,13 3 0,39
4 Bisa membiayai banyak kalangan 013 3 0,39
nasabah
5 Pengajuan pembiayaan yang 017 4 0,68
mudah
Jumlah 0,70 2,24
Kelemahan
1 | Kurangnya promosi-produk 0,17 4 0,68
5 Proses pencairan pembiayaan lebih 013 3 0,39
lama
Jumiah 0,30 1,36
Total 1,00 3,60

Berdasarkan tabel 4.6 Matriks IFAS Produk PKR Bank Aceh
Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng tersebut, dapat diketahui
nilai rating pada tabel 4.6 diketahu dari nilai rata-rata per indikator
pada tabel IFAS 4.4. dan IFAS 4.5 Nilai bobot pada tabel 4.6

diketahui dari nilai rating dibagi dengan jumlah keselurah rating.
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Tolal pada tabel 4.6 diketahui dari nalai bobot dikali dengan nilai
rating per indikator.

Perhitungan matriks EFAS peluang dan ancaman produk
PKR Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng dapat
dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.7
Matriks EFAS Peluang
Skor
N Indikator Responden | Rating Bobo_t (Bobot x
0 Relatif !
Rating)
Banyaknya Al 3
permintaan A2 3
y produk PKR A3 4 s B2
Total Rata-rata 3,3
Pembiayaan Al 3
5 m(_eng_gunak:_;ln A2 3 0,31 1,02
prinsip syariah A3 4
Total Rata-rata 3,3
Masyarakat Al 4
yang mayoritas A2 4
3 beragama Islam A3 4 g38 1.5
Total Rata-rata 4,0
Jumlah 10,6 1,0 3,56
Tabel 4.8
Matriks EFAS Ancaman
N . : Bobot Skor
o Indikator Responden | Rating Relatif | (Bobot x Rating)
Kurangnya Al 3
pengetahuan A2 4
1 masyarakat A3 4 0,52 1.92
Total Rata-rata 3,7
Brand image Al 3
dari pesaing A2 3
2 yang kuat A3 4 0,48 1,58
Total Rata-rata 3,3
Jumlah 7,0 1,0 3,50
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Berdasarkan Tabel 4.7 Matriks EFAS Peluang dan Tabel 4.8
Matriks EFAS Ancaman tersebut, dapat diketahui bahwa total rata-
rata diketahui dari jumlah rating per indikator dibagi dengan jumlah
responden, nilai bobot relatif diketahui dari total rata-rata per
indikator dibagi dengan jumlah rata-rata keseluruhan per indikator,
dan nilai skor diketahui dari nilai rata-rata per indikator dikali
dengan nilai rating per indikator. Maka dapat diketahui tabel EFAS
sebagai berikut:

Tabel 4.9
Matriks EFAS Produk PKR Bank Aceh Syariah
Cabang Pembantu Ulee Kareng

No | Faktor Ekternal | Bobot | Rating | Total
Peluang
1 Banyaknya permintaan produk 0,19 3 0,57
PKR
2 Pem_biayaan menggunakan prinsip 0,10 3 0,57
syariah
3 Potensi Investasi Jangka Panjang 0,24 4 0,96
Jumlah 0,62 2,10
Ancaman
1 Kurangnya pengetahuan nasabah 0,19 3 0,57
2 Erand image dari pesaing yang 0,19 3 0,57
uat
Jumlah 0,38 1,14
Total 1,00 3,24

Berdasarkan tabel 4.9 Matriks IFAS Produk PKR Bank Aceh
Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng tersebut, dapat diketahui
nilai rating pada tabel 4.9 diketahu dari nilai rata-rata per indikator
pada tabel EFAS 4.7. dan EFAS 4.8 Nilai bobot pada tabel 4.9

diketahui dari nilai rating dibagi dengan jumlah keselurah rating.
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Tolal pada tabel 4.9 diketahui dari nalai bobot dikali dengan nilai
rating per indikator

Berdasarkan Tabel 4.6 IFAS dan Tabel 4.9 EFAS tersebut,
dapat diketahui bahwa untuk faktor IFAS nilainya sebesar 3.10
sedangkan untuk faktor EFAS nilainya sebesar 3.24. Nilai total skor
untuk masing-masing - faktor dapat - dirinci, Strengths: 2,24,
Weaknesses: 1,36, Opportunities: 2,10 dan Threats: 1,14. Sehingga
dapat diketahui nilai Strengths diatas nilai Weaknesses selisihnya
0,88 kemudian nilai Opportunities diatas Threats selisihnya 0,96.
dari identifikasi faktor tersebut maka dapat digambarkan dalam
diagram SWOT.

Gambar 4.10
Diagram Matriks SWOT
IFAS S-w 2,24-1,36 0,88
EFAS o-T 2,10-1,14 0,96
Total 1,84

Berdasarkan hasil dari matriks IFAS dan EFAS tersebut
maka matriks SWOT produk PKR Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut :
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Gambar 4.11
Matriks Analisis SWOT Produk PKR Bank Aceh Syariah
Cabang Pembantu Ulee Kareng

» A

1,84

KEKUATAN

0,96

KELEMAHAN

0,88

ANCAMAN

Berdasarkan perhitungan IFAS dan EFAS dapat diketahui
bahwa analisis SWOT produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah
(PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee

Kareng berada pada posisi kuadran 1, posisi ini merupakan posisi

yang sangat menguntungkan pihak Bank Aceh Syariah, dengan cara
menerapkan strategi yang dapat mendukung kebijakan pertumbuhan
yang agresif (growth oriented strategy). Sehingga strategi
pengembangan yang bisa dilakukan berdasarkan hasil kajian peneliti
yaitu :
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Diagram Matriks SWOT

Gambar 4. 12

Internal | Kekuatan (S) Kelemahan (W)

1. Harga lebih murah 1. Kurangnya
dengan jangka waktu promosi produk
lebih lama 2. Proses pencairan

2. Berkerjasama dengan pembiayaan lebih
banyak developer lama

3. Angsuran kecil

4. Bisa membiayai banyak
kalangan nasabah

Eksternal 5. Pengajuan pembiayaan
yang mudah
Peluang (O) Strategi S-O Strategi W-O
1. Banyaknya 1. Memperbanyak 1. Mempercepat
permintaan sosialisasi kepada proses pencairan
produk PKR masyarakat tentang dana pembiayaan
2. Pembiayaan produk Pembiayaan 2. Menciptakan
menggunakan Kepemilikan Rumah produk PKR
prinsip syariah (PKR) di Bank Aceh yang berkualitas
3. Potensi Syariah tinggi untuk
Investasi Jangka | 2. Mengenalkan produk mendapatkan
Panjang Pembiayaan citra dari
Kepemilikan Rumah masyarakat
(PKR) di Bank Aceh Memperbanyak
Syariah yang_telah promosi produk
menerapkan prinsip baik melalui
Syariah sosialisasi

3. . Memperbanyak maupun publikasi
publiaksi produk melalui
iklan,brosur, baliho,
spanduk dan lainnya

4. Mengikuti even-even
yang memberikan
pendekatan antara bank
dengan masyarakat

5. Menciptakan brand

image yang kuat dimata
masyarakat dengan
memanfaatkan pameran
PKR

Ancaman (T)

Strategi S-T

Strategi W-T

102




Kurangnya
pengeta huan
masyarakat
Brand image
dari pesaing
yang kuat

Melakukan inovasi yang
menarik dan kreatif
terhadap produk
Berkolaborasi dengan
developer untuk
menggunakan material
yang berkualitas
terhadap produk
Memperkuat manajemen
pemasaran dan SDM
yang ada

Menerapkan
harga yang
standar namun
kompetitif agar
tidak merugikan
Bank Aceh
Syariah
Memberikan
penjelasan
tentang Bank
Aceh Syariah
sendiri,
khususnya
tentang PKR
Bank Aceh
Syariah
Memberikan
pelayanan sebaik
dan semaksimal
mungkin untuk
memberikan
kepuasan bagi
nasabah
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpluan
Berdasarkan hasil penelitian analisis SWOT terhadap
penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Kepemilikan
Rumah (PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee
Kareng, diperoleh kesimpulan :

1. Penerapan akad pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah
(PKR) di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng
yaitu sudah sesuai dengan SOP yang berlaku seperti,
pendaftran dan penjauan, analisis pembiayaan, penilai
properti, persetujuan pembiayaan, penyusunan kontrak,
pencairan dana, pemantaun pembiayaan, penyelesaian
pembiayaan, dan sesuai syariah dengan tujuan untuk
menjadi pelopor perbankan syariah dan memberikan solusi
yang terpercaya dan inovatif. Fokus mereka adalah untuk
mencapai  kepuasan  nasabah, pertumbuhan  yang
berkelanjutan, dan diversifikasi sumber pendanaan melalui
perluasan layanan syariah.

2. Hasil analisis SWOT  menyebutkan bahwa pembiayaan
kepemilikan rumah (PKR) PT. Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Ulee Kareng sudah mampu bersaing di pasar
persaingan yang kompepetitif di wilayah Kota Banda Aceh.
Berdasarkan interprestasi analisis SWOT, pengembangan

penerapan akad produk PKR yang dapat dilakukan oleh PT.
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Bank Aceh Cabang Pembantu Ulee Kareng adalah dengan
memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada serta
meminimalkan kelemahan dan ancaman. Strategi yang bisa
ditempuh PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Ulee Kareng,
seperti : 1). Strategi SO (Strengths-Opportunities) Yakni
dengan memperbanyak sosialisasi kepada Masyarakat
tentang  produk pembiayaan kepemilikan rumah (PKR),
mengenalkan produk pembiayaan kepemilikan rumah (PKR)
di Bank Aceh Syariah yang telah menerapkan prinsip
Syariah, memperbanyak publikasi produk melalui ikalan,
brosur, spanduk dan lainnya, mengkuti even-even yang
memberikan pendekatan antara bank dengan Masyarakat,
dan menciptakan brand image yang kuat dimata Masyarakat
dengan memanfaatkan pemeran PKR. 2). Strategi WO
(Weaknesses-Opportunities) Mempercepat proses pencairan
dana pembiayaan, dan menciptakan produk PKR yang
berkualitas tinggi untuk mendapatkan citra dari Masyarakat
memperbanyaj promosi produk baik melalui sosialisasi
maupun publikasi. 3). Strategi ST (Strengths-Threats) Yaitu
dengan melakukan inovasi yang manarik dan kreatif
terhadap produk, berkolaborasi dengan develover untuk
menggunakan material yang berkualitas terhadap produk,
dan memperkual manajemen pemasaran dan SDM yang ada.
4). Strategi WT (Weaknesses-Threats) Yakni dengan

menerapkan harga yang standar namun kompetitif agar tidak
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merugikan Bank Aceh Syariah, memberikan penjelasan
tentang Bank Aceh Syariah sendiri, khususnya tentang PKR
Bank Aceh Syariah, dan memberikan pelayanan sebaik dan
semaksimal mungkin untuk memberikan kepuasan bagi
nasabah.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil skripsi ini penulis juga ingin memberikan
saran kepada berbagai pihak dan insyaallah menjadi sumbangan
saran yang bermanfaat untuk ke arah yang lebih baik. Saran-saran
tersebut yaitu :

1. Bagi PT.Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng
diharapkan dapat meningkatkan inovasi produk agar terdapat
perbedaan dengan bank lain, menawarkan harga yang sesuai
dan tidak merugikan pihak bank juga, memanfaatkan semua
karyawannya dan memberikan pelayanan sebaiknya bagi
nasabah, meningkatkan sosialisasi dan promosi tentang
produk PKR dan meningkatkan kualitas produk dan
meningkatkan pelayanan namun juga tidak merugikan Bank.

2. Bagi Masyarakat diharapan agar bisa memanfaatkan
kemudahan yang ditawarkan oleh bank dalam membantu
memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap rumah. Namun
masyarakat juga diharapkan harus pintar dan bijak dalam
menentukan pilihan merekan terhadap Bank mana yang akan
dilakukan pengajuan, agar mereka bisa mendapatkan rumah

yang nyaman dengan harga dan kualitas yang sesuai.
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan bagi peneltian
selanjutnya dapat menjadikan skripsi ini sebagai salah satu
pedoman penulisan skripsi yang berkaitan untuk
kedepannya, namun penelitian ini masih memiliki banyak
kekurangan, keterbatasan-keterbatasan itu menyebabkan
hasil penelitian-ini perlu pengkajian yang lebih mendalam
bagi peneliti selanjutnya, dengan mengkaji lebih dalam lagi

diluar keterbatasan peneliti.
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